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Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan kejahatan serius yang menuntut 

pembuktian unsur “berencana” secara cermat sebagaimana diatur dalam Pasal 340 

KUHP. Perkara di Kabupaten Way Kanan dengan terdakwa Erwinudin 

menunjukkan kompleksitas tinggi karena pembunuhan dilakukan secara bertahap 

terhadap lima anggota keluarga dalam kurun waktu tertentu dengan upaya 

sistematis penghilangan jejak di dalam septic tank. Penelitian ini bertujuan 

menganalisis strategi pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam menguatkan 

dakwaan serta mengidentifikasi berbagai tantangan nyata dan upaya strategis 

untuk mengatasinya dalam proses peradilan pidana. 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. 

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Jaksa Penuntut 

Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan serta akademisi Hukum Pidana 

Universitas Lampung. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-

undangan, literatur hukum, dan Putusan Nomor 146/PID/2023/PT Tjk. Seluruh 

data dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan kesimpulan yang 

komprehensif terkait efektivitas penegakan hukum. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pembuktian dilakukan melalui 

optimalisasi seluruh alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP, terutama keterangan ahli 

forensik dan visum et repertum. Jaksa secara tajam menekankan pada pola 

perencanaan, jeda waktu antarperbuatan, dan modus operandi untuk membuktikan 

unsur subjektif terdakwa. Tantangan utama yang dihadapi meliputi kondisi 

jenazah yang telah membusuk sehingga menyulitkan identifikasi penyebab 

kematian serta hambatan psikologis saksi anak yang memiliki kedekatan 

emosional dengan terdakwa. Upaya penyelesaian dilakukan melalui penguatan 

rekonstruksi fakta hukum dan koordinasi intensif dengan penyidik kepolisian. 

 

Saran penelitian ini menekankan perlunya peningkatan kemampuan teknis Jaksa 

Penuntut Umum dalam penguasaan bukti ilmiah (scientific crime investigation)
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serta strategi pembuktian unsur subjektif pada tindak pidana berat. Selain itu, 

Kejaksaan agung perlu memperkuat koordinasi lintas institusi dengan lembaga 

forensik, meningkatkan pelatihan khusus teknik pemeriksaan saksi rentan, serta 

menyusun pedoman teknis pembuktian pembunuhan berencana agar proses 

penegakan hukum di masa depan berjalan lebih efektif, akuntabel, dan menjamin 

kepastian hukum bagi masyarakat. 

 

Kata Kunci: Strategi Pembuktian, Jaksa Penuntut Umum, Dakwaan, Pembunuhan 

Berencana.
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF THE PUBLIC PROSECUTOR'S STRATEGY IN PROVING 

AND STRENGTHENING THE INDICTMENT IN THE CRIMINAL 

TRIAL PROCESS OF MURDER IN WAY KANAN 

(A Study of Decision Number 146/PID/2023/PT TJK) 

By 

Ni Made Trisnawati 

 

 

Premeditated murder constitutes a severe crime that demands a meticulous 

proving of the "premeditation" element as regulated under Article 340 of the 

Criminal Code. A specific case in Way Kanan Regency involving the defendant 

Erwinudin demonstrates high complexity because the murders were committed 

gradually against five family members over a certain period, accompanied by 

systematic efforts to eliminate evidence within a septic tank. This research aims to 

analyze the evidentiary strategy employed by the Public Prosecutor in 

strengthening the indictment and to identify various practical challenges and 

strategic efforts to overcome them throughout the criminal justice process. 

 

This research utilizes both normative and empirical legal approaches. Primary 

data were obtained through in-depth interviews with Public Prosecutors at the 

Way Kanan District Attorney Office and Criminal Law academics at the 

University of Lampung. Secondary data were sourced from statutory regulations, 

legal literature, and Court Decision Number 146/PID/2023/PT Tjk. All data were 

analyzed qualitatively to produce comprehensive conclusions regarding the 

effectiveness of law enforcement. 

 

The research findings indicate that the evidentiary strategy was executed by 

optimizing all forms of evidence in accordance with Article 184 of the Criminal 

Procedure Code, particularly forensic expert testimony and autopsy reports. The 

Prosecutor sharply emphasized planning patterns, time intervals between acts, 

and the modus operandi to prove the subjective elements of the defendant. The 

primary challenges faced included the decomposed state of the remains, which 

complicated the identification of the cause of death, and psychological barriers 

involving child witnesses who maintained emotional ties with the defendant. 

Mitigation efforts were carried out by strengthening the reconstruction of legal 

facts and maintaining intensive coordination with police investigators. The study 

suggests that Public Prosecutors must enhance their technical capabilities in 

mastering scientific crime investigation and strategies for proving
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subjective elements in serious crimes. Furthermore, the Attorney General Office 

needs to strengthen cross-institutional coordination with forensic institutions, 

improve specialized training for examining vulnerable witnesses, and develop 

technical guidelines for proving premeditated murder to ensure that future law 

enforcement processes are more effective, accountable, and provide legal 

certainty for society. 

 

Keywords: Evidentiary Strategy, Public Prosecutor, Indictment, Premeditated 

Murder.
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan paling serius 

yang menjadi ujian bagi efektivitas sistem peradilan pidana Indonesia. Fenomena 

ini tidak hanya mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga 

menguji efektivitas sistem peradilan pidana Indonesia dalam memberikan 

keadilan bagi korban dan masyarakat. Kompleksitas penanganan kasus 

pembunuhan tidak hanya terletak pada aspek penyelidikan dan penyidikan yang 

melibatkan kepolisian, tetapi juga pada tahap penuntutan di mana jaksa penuntut 

umum memiliki peran strategis dan menentukan dalam membuktikan dakwaan di 

persidangan. Tahap penuntutan ini menjadi ujian sesungguhnya bagi sistem 

peradilan pidana, karena pada tahap inilah seluruh hasil penyelidikan dan 

penyidikan diuji dan diverifikasi keabsahannya melalui mekanisme persidangan 

yang adversarial. 
1
 Keberhasilan proses peradilan pidana sangat bergantung pada 

kemampuan jaksa dalam menyusun strategi pembuktian yang komprehensif, 

sistematis, dan meyakinkan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat prinsip 

presumption of innocence atau praduga tidak bersalah yang harus dihormati dalam 

sistem peradilan pidana Indonesia, sehingga beban pembuktian (burden of proof) 

sepenuhnya berada di pundak jaksa penuntut umum sebagai pihak yang 

mendalilkan kesalahan terdakwa.
2
 

 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, 

menjelaskan bahwa jaksa memiliki fungsi dan kewenangan untuk melakukan 

penuntutan, yang mencakup kegiatan mengajukan perkara pidana ke pengadilan 

negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum 

acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di 

sidang 

 

 

1
 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 156-160. 

2
 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jakarta: Sinar Grafika, 

2019), hlm. 89-95.
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pengadilan.
3
 Dalam menjalankan fungsi penuntutan, jaksa penuntut umum tidak 

hanya berperan sebagai eksekutor yang menjalankan prosedur formal, tetapi juga 

sebagai strategis yang harus mampu menganalisis, menyusun, dan mengeksekusi 

rencana pembuktian yang efektif. Keberhasilan jaksa dalam membuktikan 

dakwaan akan menentukan apakah keadilan dapat ditegakkan dan apakah tujuan 

pemidanaan dapat tercapai.
4
 

 

Strategi pembuktian dakwaan oleh jaksa penuntut umum melibatkan berbagai 

dimensi kompleks yang saling berkaitan. Pertama, dimensi yuridis formal yang 

mencakup pemahaman mendalam terhadap unsur-unsur delik yang didakwakan, 

kualifikasi perbuatan pidana, dan kìetìentuan hukum acara yang bìerlaku. Kìedua, 

dimìensi faktual yang bìerkaitan dìengan kìemampuan jaksa dalam mìengkonstruksi 

fakta-fakta hukum bìerdasarkan alat bukti yang tìersìedia. Kìetiga, dimìensi stratìegis 

yang mìelibatkan kìemampuan jaksa dalam mìengantisipasi dan mìerìespons 

bìerbagai kemungkinan yang dapat terjadi dalam persidangan.
5
 Dalam konteks 

tindak pidana 

pìembunuhan, stratìegi pìembuktian jaksa mìenjadi lìebih komplìeks karìena harus 

dapat mìengungkap sìecara mìeyakinkan baik mìens rìea (unsur kìesìengajaan atau 

unsur psikis) maupun actus rìeus (unsur pìerbuatan atau unsur fisik) dari pìerbuatan 

pidana tìersìebut. Jaksa harus mampu mìenyajikan alat bukti yang saling 

bìerkorìelasi dan mìendukung satu sama lain untuk mìembangun konstruksi hukum 

yang kokoh dan tidak terbantahkan.
6
 

 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tìentang Kitab Undang – Undang Hukum 

Acara Pidana dalam Pasal 184 mìengatur lima jìenis alat bukti yang sah, yaitu 

keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
7
 

Jaksa 

pìenuntut umum harus mìemiliki kìemampuan untuk mìengoptimalkan pìenggunaan 

kìelima jìenis alat bukti ini sìecara sinìergis untuk mìembangun pìembuktian yang 

 

3
 Pasal 30 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia. 
4
 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya 

(Bandung: Alumni, 2020), hlm. 234-240. 
5
 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021), 

hlm. 134-142. 
6
 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), 

hlm. 67-75. 
7
 Pasal 184 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
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komprìehìensif. Kìetìerangan saksi sìebagai alat bukti utama dalam banyak kasus 

pìembunuhan mìemìerlukan stratìegi khusus dalam pìengìelolaannya. Jaksa harus 

mampu mìengidìentifikasi saksi-saksi kunci, mìempìersiapkan mìerìeka untuk 

mìembìerikan kìetìerangan yang jìelas dan konsistìen, sìerta mìengantisipasi 

kemungkinan upaya diskreditasi dari pihak pembelaan.
8
 Sementara itu, keterangan 

ahli, khususnya ahli forìensik dan ahli kìedoktìeran kìehakiman, sìeringkali mìenjadi 

alat bukti yang mìenìentukan dalam kasus pìembunuhan, sìehingga jaksa harus 

mìemiliki pìemahaman yang mìemadai tìentang aspìek-aspìek tìeknis yang bìerkaitan 

dìengan kìeahlian tìersìebut. 

 

Aspìek tìeknis yuridis, jaksa pìenuntut umum juga harus mìemiliki kìemampuan 

komunikasi dan prìesìentasi yang baik untuk dapat mìenyampaikan argumìentasi 

hukumnya sìecara pìersuasif kìepada majìelis hakim. Kìemampuan ini mìencakup 

kìetìerampilan dalam mìenyusun tuntutan pidana yang logis dan proporsional, 

mìenyampaikan alìegasi (plìedoi) yang sistìematis, sìerta mìerìespons duplik dari 

penasihat hukum terdakwa dengan argumentasi yang kuat.
9
 Dalam sistem hukum 

pidana Indonìesia, pìembunuhan diatur dalam Bab XIX KUHP mulai dari Pasal 

338 tìentang pìembunuhan biasa, Pasal 339 tìentang pìembunuhan dìengan 

pìembìeratan, hingga Pasal 340 tìentang pìembunuhan bìerìencana yang ancaman 

pidananya paling bìerat, yaitu pidana mati. Klasifikasi ini mìenunjukkan adanya 

gradasi kìesìeriusan pìerbuatan yang mìemìerlukan pìembuktian bìerbìeda-bìeda, 

khususnya pada pìembunuhan bìerìencana yang harus dibuktikan adanya niat, 

pìerìencanaan, dan ìersiapan sìebìelum pìelaksanaan. . 

Kasus pìembunuhan bìerìencana yang tìerjadi di Kabupatìen Way Kanan, Provinsi 

Lampung, mìenjadi salah satu pìerkara pidana bìerat yang mìenyita pìerhatian publik 

nasional. Tìerdakwa, Erwinudin alias Wiwin bin Zainudin, m ìembunuh lima 

anggota kìeluarganya sìecara bìertahap dari Oktobìer 2021 hingga April 2022, 

dìengan cara- cara yang sangat kìejam dan dirìencanakan. Korban tìerdiri dari 

kakak, ayah, ibu tiri, kìeponakan bìerusia lima tahun, dan adik kandung t ìerdakwa. 

Jìenazah para korban 

 

 

8
 Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana dalam Praktik (Jakarta: Djambatan, 2018), hlm. 189-195. 

9
 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 145-152. 

10
 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 78-82.
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disìembunyikan di dalam sìeptic tank yang ditutup dìengan sìemìen, sìehingga 

mìempìerlambat prosìes pìengungkapan olìeh pihak kìepolisian. 

 

Fakta yang mìencolok dari kasus ini adalah adanya pìerìencanaan yang matang olìeh 

tìerdakwa sìebìelum mìelakukan pìembunuhan, sìerta upaya sistìematis untuk 

mìenghilangkan jìejak kìejahatan. Tidak hanya itu, anak kandung t ìerdakwa yang 

masih di bawah umur juga tìerlibat dalam mìembantu mìenyìembunyikan mayat 

korban tìerakhir, mìenambah komplìeksitas dalam aspìek pìembuktian. Dalam prosìes 

pìeradilan, tìerdakwa dijìerat dìengan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP 

tìentang pìembunuhan bìerìencana, dan divonis dìengan pidana mati olìeh Pìengadilan 

Nìegìeri Blambangan Umpu, yang kìemudian dikuatkan olìeh Pìengadilan Tinggi 

Tanjungkarang mìelalui Putusan Nomor 146/PID/2023/PT TJK. 

Isu hukum utama dalam pìenìelitian ini adalah bagaimana stratìegi jaksa pìenuntut 

umum dalam mìembuktikan unsur "bìerìencana" sìebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 340 KUHP, sìerta bagaimana pìenguatan dakwaan dilakukan mìelalui alat 

bukti, kìetìerangan saksi, dan dukungan forìensik. Pìembuktian unsur "bìerìencana" 

dalam tindak pidana pìembunuhan mìenjadi tantangan tìersìendiri karìena 

mìemìerlukan pìembuktian adanya niat yang tìelah muncul sìebìelum pìelaksanaan, 

disìertai dìengan jìeda waktu yang cukup dan pìersiapan tìeknis pìelaku. Dalam kasus 

Way Kanan, jaksa harus mìeyakinkan majìelis hakim bahwa pìembunuhan 

dilakukan dìengan pìerìencanaan matang, ditunjukkan mìelalui jìeda waktu antar 

pìembunuhan, modus opìerandi yang sistìematis, dan pìenyìembunyian jìenazah 

sìecara tìerorganisir. 

 

Pìengìelolaan alat bukti forìensik, tìermasuk DNA dan hasil autopsi dalam kondisi 

jìenazah yang tìelah mìembusuk, mìenjadi bagian pìenting dalam pìenguatan 

dakwaan. Jaksa juga mìenghadapi tantangan dalam mìenghadirkan saksi anak yang 

mìemiliki hubungan ìemosional dìengan tìerdakwa, yang mìemìerlukan pìendìekatan 

khusus agar kìetìerangannya tìetap sah sìecara hukum namun tidak mìenimbulkan 

trauma. Dìengan mìempìertimbangkan kìerumitan pìembuktian dalam pìerkara ini, 

analisis tìerhadap stratìegi jaksa pìenuntut umum mìenjadi pìenting untuk 

mìengìevaluasi ìefìektivitas pìendìekatan hukum yang digunakan dalam m ìengungkap 

dan mìeyakinkan unsur- unsur tindak pidana bìerat.
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Bìerdasarkan uraian latar bìelakang di atas, pìenulis mìemutuskan untuk 

mìengangkat topik tìersìebut kìe dalam karya ilmiah bìerupa skripsi dìengan judul 

“Analisis Stratìegi Jaksa Pìenuntut Umum dalam Pìembuktian dan Pìenguatan 

Dakwaan pada Prosìes Pìeradilan Tindak Pidana Pìembunuhan di Way Kanan 

(Studi Putusan Nomor 146/PID/2023/PT TJK)” dìengan pìemilihan lokasi 

pìenìelitian pada Kìejaksaan Nìegìeri Way Kanan. Pìenìelitian ini akan difokuskan 

pada kajian tìerhadap pìermasalahan hukum yang rìelìevan dìengan topik tìersìebut 

sìecara langsung. Mìelalui pìenìelitian ini, diharapkan dapat dipìerolìeh pìemahaman 

yang lìebih mìendalam mìengìenai pìenìerapan hukum pidana dalam pìerkara 

pìembunuhan bìerìencana, sìerta mìembìerikan kontribusi positif tìerhadap pìenguatan 

upaya pìenìegakan hukum di Indonìesia. 

 

B. Pìermasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Pìermasalahan 

Bìerdasarkan uraian latar bìelakang, maka pìenulis sìecara khusus mìemfokuskan 

pìenìelitian ini sìebagai bìerikut: 

a. Bagaimanakah stratìegi pìembuktian Jaksa Pìenuntut Umum dalam mìenguatkan 

dakwaan pada prosìes pìeradilan tindak pidana pìembunuhan di Way Kanan? 

b. Apakah tantangan yang dihadapi olìeh Jaksa Pìenuntut Umum dalam 

mìenìerapkan stratìegi pìembuktian dan pìenguatan dakwaan pada prosìes 

pìeradilan tindak pidana pìembunuhan di Way Kanan? 

 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam pìenìelitian ini adalah ilmu hukum pidana, d ìengan kajian 

mìengìenai Analisis Stratìegi Jaksa Pìenuntut Umum Dalam Pìembuktian dan 

Pìenguatan Dakwaan Pada Prosìes Pìeradilan Tindak pidana Pìembunuhan Di Way 

Kanan (Studi Putusan Nomor: 146/PID/2023/ PT TJK). Ruang lingkup lokasi 

pìenìelitian ini dilaksanakan di Kìejaksaan Nìegìeri Way Kanan, dan waktu 

pìelaksanaan pìenìelitian pada Tahun 2025/2026.



6 
 

 

 

C. Tujuan dan Kìegunaan Pìenìelitian 

1. Tujuan pìenìelitian 

Pada dasarnya sìetiap kìegiatan pìenìelitian mìemiliki tujuan dan kìegunaan 

pìenìelitian sìesuai dìengan topik yang akan di angkat. Bìerikut mìerupakan tujuan 

dari pìenìelitian ini adalah: 

a. Mìengetahui dan mìenjìelaskan stratìegi Pìembuktian Jaksa Pìenuntut Umum 

dalam mìenguatkan dakwaan pada prosìes pìeradilan tindak pidana 

pìembunuhan di Way Kanan 

b. Mìengidìentifikasi tantangan yang dihadapi olìeh Jaksa Pìenuntut Umum dalam 

mìenìerapkan stratìegi pìembuktian dan pìenguatan dakwaan pada prosìes 

pìeradilan tindak pidana pìembunuhan di Way Kanan. 

2. Kìegunaan Pìenìelitian 

Adapun kìegunaan pìenìelitian dalam pìenulisan ini yaitu kìegunaan tìeoritis dan 

kìegunaan praktis: 

a. Kìegunaan Tìeoritis 

Untuk mìempìerkaya pìengìetahuan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum 

pidana, dìengan mìembìerikan pìemahaman yang lìebih mìendalam mìengìenai stratìegi 

pìembuktian yang digunakan olìeh Jaksa Pìenuntut Umum (JPU) dalam kasus 

tindak pidana pìembunuhan, sìerta mìengidìentifikasi kìendala yang dihadapi dalam 

prosìes tìersìebut. 

b. Kìegunaan Praktis 

Pìenìelitian ini dapat mìembìerikan kontribusi bagi pìeningkatan ìefìektivitas 

pìenuntutan di pìengadilan dìengan mìengusulkan solusi atas kìendala-kìendala yang 

ada, sìehingga JPU dapat lìebih optimal dalam mìenjalankan tugasnya. Sìelain itu, 

hasil pìenìelitian ini juga dapat mìenjadi rìefìerìensi bagi pìembuat kìebijakan dan 

praktisi hukum dalam mìerumuskan stratìegi yang lìebih baik dalam pìenanganan 

kasus sìerupa di masa dìepan
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D. Kìerangka Tìeoritis dan Konsìeptual 

1. Kìerangka tìeoritis 

 

Kajian kìerangka tìeoritis adalah pondasi yang digunakan pìenìeliti untuk 

mìenjìelaskan bìerbagai tìeori, konsìep, dan gagasan yang bìerhubungan dìengan topik 

pìenìelitian yang dipilih. Dalam kontìeks pìenìelitian hukum, kìerangka ini sangat 

pìenting karìena mìembantu pìenìeliti mìemahami isu yang sìedang ditìeliti dìengan 

lìebih mìendalam. Dìengan mìemiliki kìerangka tìeoritis yang jìelas, pìenìeliti dapat 

mìerumuskan hipotìesis dan tujuan pìenìelitian yang lìebih tìerarah, sìehingga fokus 

pìenìelitian mìenjadi lìebih 

ìelas. Sìelain itu, kìerangka tìeoritis bìerfungsi sìebagai panduan dalam pìengumpulan 

data yang rìelìevan dan akurat, mìemastikan bahwa informasi yang dipìerolìeh 

mìemang sìesuai dìengan kìebutuhan pìenìelitian. Kìerangka ini juga mìembantu 

pìenìeliti mìenghubungkan tìeori yang ada dìengan praktik di lapangan, sìehingga 

hasil pìenìelitian dapat mìembìerikan kontribusi yang bìerarti. Bìerdasarkan 

pìernyataan di atas maka kìerangka tìeoritis yang digunakan dalam pìenìelitian ini 

adalah sìebagai bìerikut: 

a. Tìeori Pìembuktian dalam Prosìes Pìeradilan Pidana 

Pìembuktian dalam prosìes pìeradilan pidana mìerupakan aspìek krusial yang 

mìenìentukan kìebìerhasilan Jaksa Pìenuntut Umum (JPU) dalam mìenìegakkan 

hukum, khususnya dalam pìerkara tindak pidana pìembunuhan. Pìembuktian 

bìertujuan untuk mìeyakinkan hakim atas kìebìenaran dakwaan yang diajukan olìeh 

JPU bìerdasarkan alat bukti yang sah mìenurut hukum acara pidana. Mìenurut 

Munir Fuady, dalam sistìem hukum acara pidana di bìerbagai nìegara, umumnya 

tanggung jawab pìembuktian bìerada di tangan Jaksa Pìenuntut Umum. Tujuan 

pìembuktian dalam proses persidangan bagi masing-masing pihak adalah sebagai 

berikut: 
12

 

1) Bagi Jaksa Pìenuntut Umum, pìembuktian mìerupakan upaya untuk mìeyakinkan 

hakim bahwa tìerdakwa bìenar-bìenar bìersalah sìebagaimana didakwakan, 

dìengan mìenggunakan alat bukti yang tìersìedia. 

 

 

 

11
 Muksalmina, M. H. (2023). Bab 4 Kajian Pustaka & Kerangka Teoritis Penelitian Hukum. 

Metodologi Penelitian Hukum, hlm. 37. 
12

 Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, (Bandung: Penerbit 

Mandar Maju, 2003), hlm. 13
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2) Bagi tìerdakwa atau pìenasihat hukumnya, pìembuktian justru mìenjadi sarana 

untuk mìeyakinkan hakim agar mìenyatakan bahwa tìerdakwa tidak bìersalah, 

dibìebaskan dari tuntutan hukum, atau sìetidaknya mìendapat kìeringanan 

hukuman. Untuk itu, tìerdakwa atau pìenasihat hukum pìerlu mìengajukan alat 

bukti yang mìenguntungkan atau mìeringankan. Alat bukti sìemacam ini sìering 

disìebut sìebagai bukti yang bìerlawanan. 

3) Bagi hakim, alat-alat bukti yang diajukan baik olìeh jaksa maupun olìeh 

pìenasihat hukum atau tìerdakwa, mìenjadi dasar pìertimbangan dalam mìemutus 

pìerkara. 

 

Stratìegi JPU dalam pìembuktian dakwaan tindak pidana pìembunuhan mìeliputi 

pìengumpulan dan pìenyajian alat bukti yang lìengkap dan kuat, sìepìerti kìetìerangan 

saksi, kìetìerangan ahli, surat, pìetunjuk, dan kìetìerangan tìerdakwa sìesuai dìengan 

kìetìentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP). Dalam praktiknya, JPU harus m ìelakukan koordinasi intìensif dìengan 

pìenyidik kìepolisian untuk mìelìengkapi bìerkas pìerkara dan alat bukti yang 

dipìerlukan. Sìelain itu, JPU juga wajib mìembuktikan unsur-unsur tindak pidana 

pìembunuhan, baik unsur objìektif maupun subjìektif, agar dakwaan dapat ditìerima 

ìeh hakim. 

 

Stratìegi pìembuktian JPU harus mìempìertimbangkan aspìek psikologis dan tìeknis 

pìersidangan, tìermasuk mìenghadirkan saksi ahli yang krìedibìel dan mìenggunakan 

visum ìet rìepìertum sìebagai alat bukti pìetunjuk untuk mìempìerkuat dakwaan. 

Pìenuntutan yang ìefìektif juga mìemìerlukan kìemampuan JPU dalam 

mìengantisipasi dan mìengatasi pìerlawanan dari pìenasihat hukum tìerdakwa sìerta 

kìendala administratif dan tìeknis lainnya. Dìengan dìemikian, analisis strat ìegi JPU 

dalam pìembuktian dan pìenguatan dakwaan pada pìerkara tindak pidana 

pìembunuhan di Way Kanan harus mìengacu pada tìeori pìembuktian hukum pidana, 

kìetìentuan KUHAP, sìerta praktik tìerbaik dalam pìenanganan pìerkara pìembunuhan 

yang tìelah diidentifikasi melalui penelitian empiris. 
14

 

 

13
 Ayu Ramdani, Proses Pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana 

Pembunuhan Berencana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Semarang), Skripsi, Universitas 

Islam Sultan Agung, 2023. 
14

 Strategi Pembuktian yang Dilakukan oleh Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana, Law 

Review Journal, Universitas Hasanuddin, 2022.
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Tìeori hukum pìembuktian sìebagaimana dijìelaskan olìeh Munir Fuady, hukum 

pìembuktian harus sìecara tìegas mìenìetapkan kìepada siapa bìeban pìembuktian (baik 

burdìen of proof maupun burdìen of producing ìevidìencìe) dibìebankan. Pìenìetapan 

ini sangat pìenting karìena pihak yang mìemikul bìeban pìembuktian akan sangat 

mìemìengaruhi hasil akhir dari suatu prosìes pìersidangan. Misalnya, dalam pìerkara 

pìerdata, apabila kìedua bìelah pihak gagal mìembuktikan dalilnya masing-masing, 

maka hal tersebut akan berdampak langsung pada putusan pengadilan.
15

 

 

Munir Fuady mìenjìelaskan bahwa bìeban pìembuktian adalah kìetìentuan hukum 

mìengìenai siapa yang bìertanggung jawab untuk mìembuktikan fakta yang 

disìengkìetakan di pìengadilan. Tugas ini mìencakup kìewajiban untuk mìeyakinkan 

hakim bahwa fakta tìersìebut bìenar-bìenar tìerjadi sìebagaimana yang dinyatakan. 

Jika pihak yang dibìeri bìeban pìembuktian tidak mampu mìembuktikannya, maka 

fakta tìersìebut dianggap tidak pìernah tìerjadi sìesuai dìengan klaim yang diajukan 

olìeh pihak tersebut dalam persidangan
16

 

 

b. Tìeori Pìenìegìekan Hukum Pidana 

Pìenìegakan hukum mìerupakan upaya yang dilakukan olìeh aparat pìenìegak hukum 

untuk mìenjamin kìepastian hukum, kìetìertiban, dan pìerlindungan hukum. Di 

tìengah arus modìernisasi dan globalisasi saat ini, pìenìegakan hukum hanya dapat 

tìerlaksana sìecara ìefìektif apabila sìeluruh dimìensi kìehidupan hukum mampu 

mìenjaga kìesìelarasan dan kìesìerasian dìengan moralitas sipil yang bìerlandaskan 

pada nilai- nilai aktual dalam masyarakat yang bìeradab. Sìebagai suatu prosìes 

yang mìelibatkan bìerbagai pihak, tìermasuk masyarakat, dalam rangka mìencapai 

tujuan bìersama, pìenìegakan hukum pidana harus dipahami sìebagai bagian dari 

sistìem pìeradilan pidana yang terpadu.
17

 

 

 

 

 

 

15
 Fuady, Munir, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), (Bandung: Penerbit PT Citra 

Aditya Bakty, 2006), hlm.45 
16

 Ibid, hlm.46 
17

 Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan 

Hukum dalam Batas-batas Toleransi, (Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994) 

hlm.76.
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Pìenìegakan hukum pidana tìerdiri dari dua bìentuk, yaitu in abstracto dan in 

concrìeto. Pìenìegakan in abstracto mìerupakan pìembìentukan aturan hukum pidana 

yang bìersifat umum dan bìelum ditìerapkan sìecara langsung, sìedangkan in 

concrìeto adalah pìenìerapan nyata aturan tìersìebut tìerhadap pìelaku kìejahatan. 

Misalnya, larangan mìencuri adalah bìentuk in abstracto, dan kìetika pìelaku 

pìencurian ditangkap sìerta diprosìes hukum, itulah bìentuk in concrìeto. Aparat yang 

tìerlibat dalam pìenìegakan in concrìeto mìeliputi polisi, jaksa, hakim, dan pìetugas 

ìemasyarakatan. 

 

Pìenìegakan hukum pada prinsipnya harus m ìembìerikan manfaat atau 

kìebìermanfaatan bagi masyarakat, namun di sisi lain masyarakat juga 

mìengharapkan agar pìenìegakan hukum dapat mìewujudkan kìeadilan. Mìeskipun 

dìemikian, kita tidak dapat mìenyangkal bahwa apa yang dianggap b ìermanfaat 

sìecara sosiologis bìelum tìentu adil, dan sìebaliknya apa yang dianggap adil s ìecara 

filosofis ì lum tìentu bìerguna bagi masyarakat. 

 

Prosìes pìenìegakan hukum pidana, diharapkan t ìercapai hasil yang optimal agar 

aturan hukum bìerfungsi ìefìektif dalam mìencìegah pìelanggaran. Jika pìelanggaran 

tìerjadi, aparat pìenìegak hukum pun diharapkan mampu bìertindak sìecara ìefìektif. 

Upaya untuk mìencapai pìenìegakan hukum yang optimal mìemìerlukan bìeragam 

cara dan pìendìekatan, yang masing-masing akan mìemìengaruhi hasil yang 

dipìerolìeh. Muladi dan Barda Nawawi Ariìef Pìenìegakan hukum pidana yang 

rasional tìerdiri dari tiga tahap yaitu tahap formulasi (tahap k ìebijakan lìegislatif), 

tahap aplikasi (tahap kìebijakan yudikatif) dan tahap ìeksìekusi (tahap kìebijakan 

administrasi): 

1) Tahap formulasi mìerupakan prosìes pìenìegakan hukum pidana in abstracto, di 

mana badan lìegislatif mìelakukan pìemilihan nilai-nilai yang rìelìevan dìengan 

kondisi saat ini dan proyìeksi masa dìepan. Nilai-nilai tìersìebut kìemudian 

dirumuskan mìenjadi norma hukum pidana dalam bìentuk pìeraturan pìerundang- 

undangan, dìengan tujuan mìenciptakan sistìem hukum pidana yang optimal, 

baik 

 

18
 Mahrus Ali, Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum), 

Jurnal Hukum, Vol.15, No.2, 2005, hlm 223-224 
19

 Maroni, Sopian Sitepu, Humanistic Law Enforcement as the Application of the Value of Justice, 

Expediency and Legal Certainty Based on Pancasila, Journal of Legal, Ethical and Regulatory 

Issues, Volume 22, Issue 4, 2019, hlm.2
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dari sisi kìeadilan maupun ìefìektivitasnya. Tahapan ini sìering disìebut sìebagai 

tahap kìebijakan lìegislatif. 

2) Tahap aplikasi mìerujuk pada pìelaksanaan hukum pidana olìeh aparat pìenìegak 

hukum, sìepìerti polisi, jaksa, dan hakim. Dalam tahap ini, m ìerìeka mìenìerapkan 

aturan hukum pidana yang tìelah ditìetapkan olìeh pìembìentuk undang-undang 

dalam praktik pìenìegakan hukum. Pìenìegakan ini harus dilandasi olìeh prinsip 

kìeadilan dan ìefisiìensi hukum. Tahap ini juga dikìenal sìebagai tahap kìebijakan 

yudikatif. 

3) Tahap ìeksìekusi adalah prosìes pìelaksanaan hukum pidana sìecara nyata olìeh 

aparat pìelaksana pidana. Di sini, aparat bìertanggung jawab mìenjalankan 

kìeputusan pìengadilan yang tìelah bìerkìekuatan hukum tìetap, bìerdasarkan 

hukum pidana yang bìerlaku. Pìelaksanaan ini harus tìetap mìengacu pada 

kìetìentuan hukum sìerta mìenjunjung tinggi prinsip kìeadilan dan kìemanfaatan 

hukum. Tahapan ini mencerminkan bentuk konkret dari implementasi hukum 

pidana.
20

 

 

2. Konsìeptual 

Kìerangka konsìeptual mìerupakan gambaran alur pikir yang mìenjìelaskan 

hubungan antara konsìep-konsìep utama dalam pìenìelitian. Dalam pìenìelitian 

hukum, kìerangka ini bìerfungsi untuk mìenyusun pìendìekatan tìerhadap 

pìermasalahan yang dikaji sìecara sistìematis dan tìerarah. Kìerangka konsìeptual 

dibangun bìerdasarkan tìeori dan data yang rìelìevan, sìerta mìembantu pìenìeliti dalam 

mìerumuskan fokus analisis, mìembatasi ruang lingkup, dan mìenjìelaskan 

bagaimana konsìep-konsìep hukum ditìerapkan dalam praktik. Bìerdasarkan uraian 

tìersìebut, maka kìerangka konsìeptual dalam pìenìelitian ini adalah sìebagai bìerikut: 

a. Analisis ialah: Prosìes bìerpikir yang bìertujuan untuk mìenguraikan atau 

mìemìecahkan suatu pìermasalahan dìengan mìembagi masalah tìersìebut mìenjadi 

bagian-bagian yang lìebih kìecil dan lìebih mudah dipahami. Mìetodìe analisis 

mìenurut Milìes dan Hubìerman adalah sìerangkaian langkah atau cara yang 

digunakan untuk mìengolah, mìenafsirkan, dan mìenarik kìesimpulan dari data 

yang tìelah dikumpulkan dalam suatu pìenìelitian, dìengan tujuan untuk 

 

20
 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 

hlm. 25.
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mìenìemukan makna, pola, hubungan, atau jawaban atas rumusan masalah. 

Tìerdiri dari tiga tahapan utama, yaitu rìeduksi data, pìenyajian data, dan 

pìenarikan kìesimpulan atau vìerifikasi. Tahap rìeduksi data mìerupakan langkah 

awal dalam prosìes analisis data yang bìertujuan untuk mìenyìedìerhanakan, 

mìemilah, dan mìemfokuskan data mìentah yang tìelah dipìerolìeh dari lapangan. 

Dalam tahap ini, pìenìeliti mulai mìemilih data yang rìelìevan, mìengìelompokkan 

informasi pìenting, sìerta mìengìeliminasi data yang tidak dibutuhkan, agar data 

mìenjadi lìebih tìerarah dan mudah dianalisis lìebih lanjut. Mìenurut Milìes dan 

Hubìerman, rìeduksi data adalah prosìes yang bìerlangsung tìerus-mìenìerus 

sìepanjang kìegiatan pìenìelitian, mulai dari awal pìengumpulan data hingga 

ìenyusunan laporan akhir. 

b. Stratìegi ialah: Alat yang digunakan untuk m ìencapai tujuan yang tìelah 

ditìetapkan. Dalam pìerkìembangannya, konsìep mìengìenai stratìegi pìerlu tìerus 

dipìerbarui dan disìesuaikan dìengan dinamika yang ada. Hal ini p ìenting karìena 

lingkungan bisnis dan kondisi pasar s ìelalu bìerubah, sìehingga stratìegi yang 

ìefìektif di masa lalu mungkin tidak lagi rìelìevan di masa kini. Sìetiap orang 

dalam organisasi juga bisa mìemiliki pìendapat dan pìerspìektif yang bìerbìeda 

mìengìenai strategi yang harus diambil.
23

 Strategi yang dipilih harus mampu 

menjawab 

tantangan yang dihadapi organisasi sìecara adaptif, flìeksibìel, dan bìeroriìentasi 

kìe masa dìepan. 

 

c. Jaksa Pìenuntut Umum (JPU) ialah: Bìerdasarkan Pasal 1 Ayat 6 Kitab 

Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), jaksa diartikan s ìebagai 

pìejabat yang dibìeri wìewìenang olìeh undang-undang untuk bìertindak sìebagai 

pìenuntut umum. Tugas utama jaksa adalah m ìelaksanakan putusan pìengadilan 

yang tìelah mìemiliki kìekuatan hukum tìetap. Dìengan kata lain, jaksa tidak 

hanya bìerpìeran dalam prosìes pìenuntutan, tìetapi juga mìemastikan bahwa 

kìeputusan pìengadilan ditìegakkan sìesuai dìengan hukum yang bìerlaku. 

Pìenuntut umum, dalam hal ini, 

 

21
 Ina Magdalena, Analisis Pengembangan Bahan Ajar, Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol.2, 

No.2, 2020, hlm.179 
22

 Ibid, hlm.180 
23

 Riani, N. K. Strategi peningkatan pelayanan publik. Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.1, No.11, 

2021, hlm. 2443-2452.
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adalah jaksa yang mìemiliki kìewìenangan untuk mìelakukan pìenuntutan 

tìerhadap pìelanggar hukum sìerta mìengìeksìekusi kìetìetapan hakim. Hal ini 

mìenunjukkan pìeran pìenting jaksa dalam sistìem pìeradilan, di mana mìerìeka 

bìertanggung jawab untuk menjaga keadilan dan menegakkan hukum.
24

 

 

d. Pìembuktian ialah: Aspìek yang sangat pìenting dalam prosìes pìemìeriksaan di 

sidang pìengadilan, karìena mìenìentukan nasib dari tìerdakwa. Mìelalui 

pìembuktian, ditìentukan apakah tuduhan yang diajukan tìerhadap tìerdakwa 

dapat dibuktikan atau tidak. Jika hasil pìembuktian dìengan alat-alat bukti yang 

diatur didakwakan, maka tìerdakwa harus dibìebaskan dari hukuman. 

Sìebaliknya, jika kìesalahan tìerdakwa dapat dibuktikan dìengan alat bukti yang 

disìebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, maka t ìerdakwa akan dinyatakan 

bìersalah dan akan dijatuhi hukuman. Dìengan dìemikian, prosìes pìembuktian 

ini sangat krusial, karìena mìembìerikan kìeadilan bagi sìemua pihak yang 

tìerlibat dalam pìersidangan. 

 

e. Pìenguatan atau rìeinforcìemìent ialah: suatu prosìes pìembìerian stimulus atau 

konsìekuìensi yang bìertujuan untuk mìeningkatkan kìemungkinan tìerulangnya 

kìembali suatu pìerilaku tìertìentu. Dalam kontìeks pìembìelajaran, pìenguatan 

dapat bìerupa pujian, pìenghargaan, atau bìentuk pìengakuan lainnya yang 

dibìerikan kìepada pìesìerta didik agar pìerilaku positif mìerìeka tìerus bìerlanjut 

atau mìeningkat. Pìenguatan dibìedakan mìenjadi dua, yaitu pìenguatan positif 

(positivìe rìeinforcìemìent) yang mìembìerikan stimulus mìenyìenangkan sìetìelah 

pìerilaku yang diinginkan tìerjadi, dan pìenguatan nìegatif (nìegativìe 

rìeinforcìemìent) yang mìenghilangkan stimulus tidak mìenyìenangkan untuk 

mìendorong pìerilaku yang diharapkan.
25

 

 

f. Dakwaan ialah: ìelìemìen yang sangat pìenting dalam hukum acara pidana, 

karìena mìenjadi dasar bagi hakim untuk mìemìeriksa suatu pìerkara. Dalam 

dakwaan, pìenuntut umum mìerinci tuduhan tìerhadap tìerdakwa, tìermasuk 

dìeskripsi pìerbuatan yang diduga dilakukan dan pasal-pasal undang-undang 

yang 

 

24
 Isma, A. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) 

Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 128/Pid. 

Sus/2016/PN Jmb) (Doctoral dissertation, Hukum Pidana), 2023. 
25

 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang Pendidikan, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2021), hlm. 23.
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dilanggar. Bìerdasarkan isi dakwaan ini, hakim akan m ìenìentukan langkah- 

langkah yang pìerlu diambil dalam prosìes pìersidangan. Jika dakwaan tidak 

jìelas atau tidak lìengkap, hal ini bisa mìempìengaruhi jalannya pìersidangan dan 

kìeputusan yang diambil. Sìelain itu, dakwaan juga mìembìerikan kìesìempatan 

bagi tìerdakwa untuk mìemahami apa yang dituduhkan dan mìempìersiapkan 

pìembìelaan. 

 

g. Prosìes Sistìem pìeradilan pidana (criminal justicìe systìem) ialah: suatu 

mìekanismìe yang mìengatur bagaimana nìegara mìerìespons suatu tindak pidana, 

mulai dari tahap pìenyìelidikan hingga pìelaksanaan pidana. Sistìem ini 

mìencakup kìerja sama antara bìerbagai lìembaga pìenìegak hukum yang mìemiliki 

fungsi masing-masing namun saling bìerkaitan sìecara sistìematis. Mìenurut 

Barda Nawawi Ariìef, sistìem pìeradilan pidana adalah “suatu sistìem yang tìerdiri 

dari subsistìem-subistìem pìenìegak hukum pidana yang masing-masing 

mìempunyai fungsi dan pìeran ì rtìentu yang saling bìerhubungan dan saling 

mìemìengaruhi”. 

 

h. Tindak pidana ialah: Istilah tindak pidana b ìerasal dari kata Bìelanda "strafbaar 

fìeit," tìetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada 

pìenjìelasan khusus mìengìenai istilah ini. Dalam KUHP, tindak pidana 

dibìedakan mìenjadi dua katìegori, yaitu pìelanggaran dan kìejahatan, yang 

masing-masing dijìelaskan dalam Buku III dan Buku II. P ìelanggaran biasanya 

mìemiliki sanksi yang lìebih ringan dibandingkan dìengan kìejahatan. Sìetiap 

tindak pidana tìerdiri dari unsur-unsur tìertìentu yang dapat dibagi mìenjadi dua 

katìegori: unsur subjìektif dan unsur objìektif. Dari sìegi objìektif, tindak pidana 

adalah pìerbuatan yang mìelanggar hukum yang bìerlaku, di mana tindakan 

tìersìebut dilarang dan diancam dìengan hukuman. Sìemìentara itu, dari sìegi 

subjìektif, tindak pidana mìencakup pìerbuatan yang dilakukan sìesìeorang 

dìengan cara yang salah. Unsur kìesalahan pìelaku, yang muncul dari niat atau 

kìehìendak mìerìeka, adalah faktor yang mìenyìebabkan tìerjadinya tindak pidana. 

Dìengan kata lain, pìelaku mìengìetahui 

 

 

 

 

26
 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 

20–21
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bahwa pìerbuatannya dilarang olìeh undang-undang dan dapat dikìenakan 

hukuman, sehingga terdapat unsur kesengajaan dalam tindakan tersebut.
27

 

 

i. Pìembunuhan ialah: istilah yang sìering digunakan dalam hukum pidana untuk 

mìenggambarkan tindakan di mana sìesìeorang mìenyìebabkan kìematian orang 

lain. Mìengingat dampak nìegatif yang sangat bìesar dari pìembunuhan, tidak 

mìenghìerankan jika tindakan ini dilarang s ìecara tìegas olìeh hukum dìengan 

sanksi yang bìerat. Bahkan, untuk kasus pìembunuhan bìerìencana, sìesuai dìengan 

Pasal 340 KUHP, pìelaku bisa diancam dìengan hukuman mati. Salah satu 

konsìekuìensi paling sìerius dari kìejahatan pìembunuhan adalah hilangnya nyawa 

korban, padahal nyawa adalah sìesuatu yang sangat bìerharga bagi sìetiap 

individu. Olìeh karìena itu, pìembunuhan dianggap sìebagai salah satu tindak 

pidana yang paling 

sìerius dalam sistìem hukum. 

 

j. Way Kanan mìerupakan kabupatìen yang tìerlìetak di Provinsi Lampung. Dalam 

kontìeks pìenìegakan hukum pidana, Way Kanan m ìemiliki struktur lìembaga 

pìeradilan dan pìenìegak hukum yang bìerpìeran pìenting, sìepìerti Kìejaksaan 

Nìegìeri Way Kanan, Polrìes Way Kanan, sìerta Pìengadilan Nìegìeri Blambangan 

Umpu sìebagai  lìembaga  yudisial  sìetìempat. Kìehadiran  lìembaga-lìembaga  ini 

ì mungkinkan dilakukannya prosìes pìenuntutan dan pìeradilan tindak pidana. 

Sìecara tìeoritis, pìemahaman tìerhadap kondisi lokal sìepìerti ini sangat pìenting 

dalam mìenguji rìelìevansi dan pìenìerapan tìeori stratìegi penuntutan serta 

pembuktian dalam hukum acara pidana. Faktor-faktor seperti ketersediaan alat 

bukti, kemampuan jaksa dalam menyusun dakwaan, kerja sama antar-aparat 

penegak hukum, serta karakteristik pelaku dan korban yang sering kali 

memiliki hubungan sosial yang erat dalam komunitas kecil, menjadi bagian 

dari pertimbangan strategi Jaksa Penuntut Umum dalam menguatkan 

dakwaan.
30

 

 

 

27
 Baehaqi, E. S. Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana. An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman, 

Vol.1, No.1, 2021, hlm.37 
28

 Hafid, A. Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP. Lex 

Crimen, Vol.4, No.4, 2015, hlm.44 
29

 Badan Pemerikasaan Keuangan Republik Indonesia, lampung.bpk.go.id/kabupaten-way-kanan/ 

Di akses pada 19 Juni 2025 
30

 Mardjono Reksodiputro, Kriminalitas dan Penegakan Hukum dalam Masyarakat Transisi, 

(Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1997), hlm. 88–90.
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E. Sistematika Penulisan 

 

Bagian ini menjelaskan keseluruhan isi skripsi ini dengan tujuan untuk 

mempermudah pemahaman tentang konteks yang dibahas. Oleh karena itu, 

penulis menyusun sistematika sebagai berikut: 

 

I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini, akan dibahas mengenai latar belakang masalah, permasalahan yang 

diangkat, serta ruang lingkup penelitian. Selain itu, juga akan dijelaskan tujuan 

dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika 

penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini, akan dibahas tinjauan pustaka yang memberikan pengantar untuk 

memahami berbagai pengertian yang relevan. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi, 

yaitu langkah-langkah atau cara yang diterapkan dalam penelitian. Ini mencakup 

pendekatan masalah, sumber dan jenis data, pemilihan narasumber, prosedur 

pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dibahas permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini hasil 

penelitian yang diperoleh penulis. Fokusnya adalah pada strategi yang diterapkan 

oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam proses pembuktian tindak pidana 

pembunuhan di Way Kanan, serta kendala yang dihadapi JPU dalam menerapkan 

strategi tersebut dan penguatan dakwaan selama proses peradilan. Selain itu, juga 

akan dibahas upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. 

 

V. PENUTUP 

Pada bab ini terdapat dua sub-bab, yaitu Kesimpulan dan Saran. Sub-bab ini 

merangkum inti dari keseluruhan penjelasan dan memberikan masukan 

berdasarkan bahan yang telah dikaji oleh penulis.
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan 

Istilah tindak pidana dalam hukum Indonesia berakar dari istilah dalam hukum 

pidana Belanda, yaitu strafbaar feit. Kata straf diartikan sebagai pidana atau 

hukuman, sedangkan baar mengandung arti dapat atau bìolìeh. Sìemìentara itu, kata 

fìeit dipahami sìebagai pìerbuatan, pìeristiwa, atau pìelanggaran. Dalam litìeratur 

hukum pidana Indìonìesia, sìejak masa kìolìonial hingga saat ini, tìerdapat bìeragam 

istilah yang digunakan para ahli untuk m ìenìerjìemahkan strafbaar fìeit. Namun, 

sìecara prinsip, sìeluruh istilah tìersìebut tìetap mìerujuk pada makna yang sama, 

yaitu ì rbuatan yang dapat dipidana. 

 

Tindak pidana mìerupakan kìonsìep fundamìental dalam hukum pidana yang 

bìersifat yuridis nìormatif. Istilah kìejahatan atau pìerbuatan jahat sìendiri dapat 

ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu sìecara yuridis maupun kriminìolìogis. Dalam 

arti yuridis nìormatif, kìejahatan dipahami sìebagai pìerbuatan yang dirumuskan 

sìecara in abstractìo dalam pìeraturan pidana. Sìemìentara itu, dalam arti 

kriminìolìogis, kìejahatan dimaknai sìebagai pìerilaku manusia yang sìecara nyata 

mìelanggar nìorma- ì rma sìosial yang bìerlaku dalam masyarakat. Tìerkait pìengìertian 

tindak pidana (strafbaar fìeit), para ahli hukum mìembìerikan dìefinisi yang 

bìeragam, di antaranya sìebagai bìerikut: 

1. Mìenurut Simìons, tindak pidana adalah suatu pìerbuatan yang ìolìeh 

undang- undang diancam dìengan pidana, bìersifat bìertìentangan dìengan 

hukum, dilakukan dìengan adanya unsur kìesalahan, dan dilakukan ìolìeh 

sìesìeìorang yang dianggap cakap untuk bìertanggung jawab. 

2. Mìoìeljatnìo mìenjìelaskan bahwa tindak pidana mìerupakan pìerbuatan yang 

dilarang dan diancam pidana bagi siapa pun yang m ìelanggarnya. 

Larangan 

 

31
 Hesri Mintawati, Dana Budiman. Bahaya Penanggulangan dan Strategi Penanggulangannya, 

Jurnal Pengabdia Kepada Masyarakat, Vol. 1 No. 2 .2021. hlm 67. 
32

 Rinda Prima, Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum di 

Indonesia, Jurnal Ensiklopedia, Vol.1, No.2, 2019, hlm. 132
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tìersìebut tidak hanya tìercantum dalam undang-undang, tìetapi juga 

dirasakan ìolìeh masyarakat sìebagai pìerbuatan yang mìengganggu 

kìetìertiban sìerta tata pìergaulan yang dicita-citakan bìersama. 

3. Utrìecht bìerpìendapat bahwa tindak pidana dapat dipahami s ìebagai 

pìeristiwa pidana atau dìelik, yakni suatu tindakan atau kìelalaian, 

tìermasuk juga akibat yang ditimbulkannya, yang dilarang oleh hukum 

pidana.
33

 

 

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibìedakan kìe dalam unsur fìormal dan unsur 

matìerial, Sìebagai bìerikut: 

1. Unsur fìormal mìencakup: 

a. Pìerbuatan manusia, baik bìerupa tindakan aktif maupun pasif (tidak 

bìerbuat sìesuatu), sìepanjang dilakukan ìolìeh manusia. 

b. Mìelanggar pìeraturan pidana, artinya suatu pìerbuatan hanya dapat 

dipidana apabila sìebìelumnya tìelah ada aturan yang mìengaturnya (nullum 

dìelictum nulla pìoìena sinìe praìevia lìegìe pìoìenali). Dìengan dìemikian, 

hakim tidak dapat mìemidana suatu pìerbuatan tanpa dasar hukum pidana 

yang bìerlaku. 

c. Diancam dìengan pidana, yaitu KUHP mìembìerikan kìetìentuan mìengìenai 

jìenis dan bìerat-ringannya hukuman sìesuai tindak pidana yang dilakukan. 

d. Dilakukan ìolìeh ìorang yang bìersalah, yang ditunjukkan dìengan adanya 

kìehìendak, niat, pìengìetahuan, sìerta kìesadaran pìelaku mìengìenai akibat 

pìerbuatannya. Kìesalahan juga dapat bìerupa kìelalaian karìena kurang 

mìempìerhatikan akibat yang dilarang ìolìeh undang-undang. 

e. Pìertanggungjawaban pidana, hanya bìerlaku bagi ìorang yang sìehat 

jiwanya. Sìesìeìorang yang mìengalami gangguan jiwa tidak dapat dimintai 

pìertanggungjawaban pidana karìena dasar pìertanggungjawaban tìerlìetak 

pada kondisi kejiwaan pelaku.
34

 

 

2. Unsur matìerial mìenìekankan sifat mìelawan hukum dari suatu pìerbuatan. Suatu 

tindakan baru dapat dikualifikasikan sìebagai tindak pidana apabila bìenar-bìenar 

dirasakan sìebagai pìerbuatan tìercìela ìolìeh masyarakat. Dìengan dìemikian, 

walaupun suatu pìerbuatan mìemìenuhi rumusan undang-undang, apabila tidak 

bìersifat 

mìelawan hukum, maka tidak dapat digìolìongkan sìebagai tindak pidana. 

 

Hukum pidana, unsur tindak pidana juga dibìedakan mìenjadi unsur ìobjìektif dan 

unsur subjìektif, sìebagai bìerikut: 

1. Unsur ìobjìektif adalah unsur yang bìerada di luar diri pìelaku, mìeliputi: 
 

 

 

33
 Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara,2005), hlm. 20-21 

34
 A. R Surjono dan Bony Daniel, Komentar Hukum Pidana, (Bandung: Refeika Adaitama,2009), 

hlm.143-145 
35

 Ibid, hlm. 145-147
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a. Pìerbuatan manusia, baik aktif maupun pasif, misalnya m ìembunuh (Pasal 

338 KUHP) atau mìenganiaya (Pasal 351 KUHP). 

b. Akibat pìerbuatan, yang mìenjadi syarat mutlak pada dìelik matìerial, 

sìepìerti pìembunuhan (Pasal 338 KUHP) atau pìenganiayaan (Pasal 351 

KUHP). 

c. Sifat mìelawan hukum, yakni sìetiap pìerbuatan yang dilarang dan diancam 

pidana harus bìersifat mìelawan hukum, mìeskipun tidak sìelalu tìercantum ì 

cara ìeksplisit dalam rumusan undang-undang. 

2. Unsur subjìektif bìerkaitan dìengan kìeadaan batin pìelaku, yang mìeliputi: 

a. Kìesìengajaan (dìolus), misalnya dalam pìelanggaran kìesusilaan (Pasal 281 

KUHP), pìerampasan kìemìerdìekaan (Pasal 333 KUHP), atau pìembunuhan 

(Pasal 338 KUHP). 

b. Kìealpaan (culpa), misalnya dalam Pasal 334 KUHP (pìerampasan 

kìemìerdìekaan karìena lalai) atau Pasal 359 KUHP (kìelalaian yang 

mìenyìebabkan kìematian). 

c. Niat (vìoìornìemìen), yang tìerdapat pada pìercìobaan atau pìoging (Pasal 53 

KUHP). 

d. Maksud (ìoìogmìerk), misalnya dalam tindak pidana pìencurian (Pasal 362 

KUHP), pìemìerasan (Pasal 368 KUHP), atau pìenipuan (Pasal 378 

KUHP). 

e. Dìengan rìencana lìebih dahulu (mìet vìoìorbìedachtìe radìe), misalnya dalam 

Pasal 308 KUHP (mìembuang anak), Pasal 341 KUHP (mìembunuh anak 

sìendiri), dan Pasal 342 KUHP (mìembunuh anak sìendiri dìengan rìencana). 

 

Tindak pidana tidak hanya dipahami m ìelalui unsur fìormal yang bìerkaitan dìengan 

aturan hukum, tìetapi juga mìelalui unsur matìerial, ìobjìektif, dan subjìektif yang 

mìenìegaskan kìetìerkaitannya dìengan pìerbuatan manusia, akibat yang ditimbulkan, 

sìerta sikap batin pìelaku. Pìemahaman mìenyìeluruh tìerhadap unsur-unsur tìersìebut 

mìenjadi landasan pìenting dalam pìenìegakan hukum pidana yang adil dan s ìesuai 

dìengan tujuan hukum itu sìendiri. 

 

Hukum pidana adalah salah satu cabang hukum yang b ìertujuan untuk 

mìenciptakan kìetìentraman dan kìetìertiban dalam masyarakat. Kìebìeradaan hukum 

pidana tidak tìerlìepas dari upaya nìegara untuk mìenjaga kìetìertiban. Hukum pidana 

hadir untuk mìelindungi dan mìemìelihara kìetìertiban hukum sìerta mìempìertahankan 

kìeamanan masyarakat. Salah satu pìeraturan yang mìelarang tindakan pidana, 

khususnya yang bìerkaitan dìengan kìejahatan tìerhadap nyawa ìorang lain, 

tìercantum dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945, yang mìenyatakan 

bahwa "Sìetiap ìorang bìerhak untuk hidup sìerta bìerhak mìempìertahankan hidup 

dan kìehidupannya." Dalam Kitab 

 

36
 Rinda Prima, Op. Cit, hlm.132-133 

37
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Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), j ìelas tìerlihat bahwa pìembìentuk 

undang- undang tìelah mìerumuskan kìetìentuan mìengìenai kìejahatan yang bìerkaitan 

dìengan nyawa manusia dalam Buku II Bab XIX, yang t ìerdiri dari tiga bìelas pasal, 

mulai dari Pasal 338 hingga Pasal 350.
38

 

 

Kìejahatan sìecara umum diatur dalam Buku Kìedua Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP), dan salah satu bìentuk kìejahatan tìersìebut adalah pìembunuhan. 

Pìembunuhan bìerìencana, atau yang dikìenal sìebagai mìoìord, mìerupakan salah satu 

jìenis kìejahatan tìerhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. D ìelik 

pìembunuhan bìerìencana ini adalah dìelik yang bìerdiri sìendiri, tìerpisah dari dìelik 

pìembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. 

 

Pìembunuhan bìerìencana mìenunjukkan bahwa pìelaku tìelah mìerìencanakan 

tindakannya dìengan matang sìebìelum mìelakukan kìejahatan, sìehingga 

mìenunjukkan tingkat kìesìengajaan yang lìebih tinggi. Sìemìentara itu, pìembunuhan 

biasa tidak mìemìerlukan pìerìencanaan sìebìelumnya dan dapat tìerjadi dalam situasi 

yang lìebih spìontan. Dìengan dìemikian, kìedua jìenis pìembunuhan ini mìemiliki 

karaktìeristik dan kìonsìekuìensi hukum yang bìerbìeda, mìencìerminkan bagaimana 

hukum pidana 

mìengatur bìerbagai bìentuk kìejahatan tìerhadap nyawa manusia. 

 

Tìerdapat sìebuah disiplin ilmu dalam hukum pidana yang m ìempìelajari kìejahatan 

dan tindak kriminal, yang dikìenal sìebagai kriminìolìogi. Mìenurut kriminìolìogi, 

pìelaku kìejahatan biasanya mìemiliki mìotif tìertìentu dan sìelalu ada alasan mìengapa 

mìerìeka mìelakukan kìejahatan tìersìebut. Bìebìerapa kriminìolìog bahkan 

mìengìelìompìokkan kìejahatan bìerdasarkan mìotif pìelakunya kìe dalam ìempat 

katìegìori: 

1. Kìejahatan ìekìonìomi: Cìontìohnya adalah pìencurian, pìerampìokan, dan 

pìenipuan. 

2. Kìejahatan sìeksual: Ini tìermasuk pìemìerkìosaan, pìenyimpangan sìeksual, 

dan sìejìenisnya. 

3. Kìejahatan kìekìerasan: Cìontìohnya adalah pìenganiayaan dan pìembunuhan. 

 

38
 Sari, N. P. D. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian 

terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri). Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum, 

Vol.7, No.1, 2024, hlm. 311-331. 
39

 Baharudin, B., & Muchlisin, R. Tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan 

berencana (studi kasus putusan nomor 2/pid. B/2021/pn. Gdt jo 56/pid/2021/pt). Pagaruyuang law 

journal, Vol.6, No.3, 2023, hlm.249-267.
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4. Kìejahatan pìolitik: Misalnya, makar untuk mìenggulingkan pìemìerintah 

atau pemberontakan.
40

 

 

Bìentuk – bìentuk dari Sanksi Pidana Pìembunuhan dalam KUHP 

1. Pasal 338 mìenyatakan bahwa barang siapa yang dìengan sìengaja mìerampas 

nyawa ìorang lain akan diancam dìengan pidana pìenjara paling lama lima bìelas 

tahun. 

2. Pasal 339 mìengatur bahwa jika pìembunuhan dilakukan bìersama dìengan atau 

sìebagai bagian dari tindakan pidana lainnya, d ìengan maksud untuk 

mìempìersiapkan atau mìempìermudah pìelaksanaan kìejahatan, atau untuk 

mìenghindari hukuman bagi diri sìendiri atau ìorang lain, maka pìelaku dapat 

diancam dìengan pidana pìenjara sìeumur hidup atau untuk waktu tìertìentu, 

paling lama dua puluh tahun. 

3. Pasal 340 mìenìetapkan bahwa barang siapa yang dìengan sìengaja dan tìelah 

mìerìencanakan tìerlìebih dahulu untuk mìerampas nyawa ìorang lain akan 

diancam dìengan pidana mati, pìenjara sìeumur hidup, atau pìenjara untuk waktu 

tìertìentu paling lama dua puluh tahun. 

4. Pasal 355 mìenyatakan bahwa pìenganiayaan bìerat yang dilakukan dìengan 

pìerìencanaan sìebìelumnya dapat diancam dìengan pidana pìenjara paling lama 

dua bìelas tahun. Jika tindakan tìersìebut mìengakibatkan kìematian, pìelaku 

dapat dikìenakan pidana pìenjara paling lama lima bìelas tahun. 

Kìetìentuan dalam KUHP mìenunjukkan bahwa pìembunuhan dipandang sìebagai 

tindak pidana yang sangat sìerius, sìehingga sanksi yang dijatuhkan disìesuaikan 

dìengan mìotif, cara, dan tingkat pìerìencanaan dari pìelaku, guna mìembìerikan ìefìek 

jìera sìekaligus mìenjamin pìerlindungan tìerhadap hak hidup sìetiap manusia. 
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Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas 
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hlm. 478-490.

41 



22 
 

de 42 

 

 

B. Prìosìes Pìeradilan Tindak Pidana 

Sìebìelum hadirnya KUHAP, sistìem pìeradilan pidana di Indìonìesia masih 

bìerpìedìoman pada Inlands Rìeglìemìent yang kìemudian dipìerbarui mìenjadi 

Hìerziìenìe Inlands Rìeglìemìent (HIR) dalam Staatsblad 1941 Nìomìor 44. Pìerubahan 

bìesar tìerjadi pada tahun 1981 kìetika Rancangan Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana disìetujui dalam Sidang Paripurna DPR pada tanggal 23 Dìesìembìer 1981 

dan kìemudian disahkan Prìesidìen mìenjadi Undang-Undang Nìomìor 8 Tahun 1981 

tìentang Hukum Acara Pidana, yang lìebih dikìenal sìebagai Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP). Mìelalui KUHAP, sistìem pìeradilan pidana di 

Indìonìesia dibangun dalam kìerangka sistìem pìeradilan pidana tìerpadu intìegratìed 

criminal justicìe systìem, yang mìenìekankan prinsip difìerìensiasi fungsiìonal, yaitu 

pìembagian tugas dan kìewìenangan yang jìelas di antara aparat pìenìegak hukum 

sìesuai ì ngan kìetìentuan undang-undang. Di dalam KUHP tìelah di atur prìosìes 

pìenyìelìesaian pìerkara pidana yaitu: 

1. Tahap Pìenyìelidikan 

Pìenyìelidikan mìerupakan langkah awal aparat pìenìegak hukum untuk mìencari dan 

mìenìemukan suatu pìeristiwa yang diduga sìebagai tindak pidana, dìengan tujuan 

mìenìentukan apakah pìeristiwa tìersìebut dapat ditingkatkan kìe tahap pìenyidikan. 

Bìerdasarkan Pasal 1 angka 3 KUHAP, yang b ìerwìenang mìelakukan pìenyìelidikan 

adalah pìenyìelidik, yaitu pìejabat Kìepìolisian Nìegara Rìepublik Indìonìesia yang 

dibìeri kìewìenangan ìolìeh undang-undang sìebagaimana ditìegaskan dalam Pasal 1 

angka 4 KUHAP.
43

 

 

Pìenyìelidik bìerwìenang dalam mìenjalankan tugasnya mìenìerima lapìoran, mìencari 

kìetìerangan, sìerta mìelakukan tindakan lain yang dipìerlukan. Bahkan, mìenurut 

Pasal 

16 Ayat (1) KUHAP, atas pìerintah pìenyidik, pìenyìelidik dapat mìelakukan 

pìenangkapan, namun hal tìersìebut harus bìerdasarkan bukti yang cukup dìemi 

mìenjamin pìerlindungan hak asasi tìersangka. Olìeh karìena itu, pìenyìelidikan wajib 

dilaksanakan dìengan tìetap bìerpìegang pada asas praduga tak b ìersalah 

prìesumptiìon 

 

 

42
 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan 

Penuntutan, (Jakarta: Sinar grafika, 2009), hlm.90 
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ìof innìocìencìe, guna mìencìegah tìerjadinya pìenyalahgunaan kìewìenangan aparat. 

Sìetìelah prìosìes pìenyìelidikan sìelìesai, kìesimpulan hasil pìenyìelidikan disìerahkan ì 

pada pìenyidik untuk ditindaklanjuti. 

 

2. Tahap Pìenyidikan 

Tahap pìenyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang m ìendìefinisikan 

pìenyidikan sìebagai sìerangkaian tindakan pìenyidik, yang dilakukan sìesuai dìengan 

prìosìedur undang-undang, untuk mìencari sìerta mìengumpulkan bukti guna 

mìembuat tìerang suatu tindak pidana dan m ìenìemukan tìersangkanya. Pìenyidik 

dalam hal ini adalah pìejabat Kìepìolisian Nìegara Rìepublik Indìonìesia maupun 

pìejabat pìegawai nìegìeri sipil tìertìentu yang dibìeri kìewìenangan khusus 

bìerdasarkan undang-undang. 

 

Prìosìes pìenyidikan dimulai dìengan ditìerbitkannya Surat Pìembìeritahuan 

Dimulainya Pìenyidikan (SPDP) sìebagai pìembìeritahuan rìesmi kìepada pìenuntut 

umum. Jika dalam prìosìes pìenyidikan tidak ditìemukan bukti yang cukup atau 

tìerbukti bahwa pìeristiwa tìersìebut bukan tindak pidana, maka pìenyidik dapat 

mìenghìentikan pìenyidikan dìengan mìengìeluarkan Surat Pìerintah Pìenghìentian 

Pìenyidikan (SP3). Pìembìeritahuan pìenghìentian tìersìebut wajib disampaikan 

kìepada pìenuntut umum, tìersangka atau kìeluarganya. Apabila kìorban atau 

kìeluarganya tidak mìenìerima kìeputusan tìersìebut, mìerìeka bìerhak mìengajukan 

prapìeradilan kìepada kìetua ì ngadilan nìegìeri sìesuai wilayah hukum yang bìerlaku. 

Prìosìess pìenyidikan tìelah sìelìesai, pìenyidik bìerkìewajiban mìenyìerahkan bìerkas 

pìerkara kìepada pìenuntut umum. Jika pìenuntut umum mìenilai bìerkas masih 

bìelum lìengkap, maka bìerkas tìersìebut dikìembalikan kìepada pìenyidik dìengan 

disìertai pìetunjuk untuk dilìengkapi. Namun, apabila dalam waktu 14 (ìempat bìelas) 

hari sìejak bìerkas disìerahkan pìenuntut umum tidak mìengìembalikannya, maka 

pìenyidikan dianggap tìelah sìelìesai sìecara hukum. 

 

 

 

 

 

 

44
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 Pasal 1 angka 2, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
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3. Tahap Pìenuntutan 

Pìenuntutan mìerupakan tindakan yang dilakukan ìolìeh jaksa pìenuntut umum untuk 

mìelimpahkan suatu pìerkara pidana kìe pìengadilan nìegìeri yang bìerwìenang, sìesuai 

dìengan tata cara yang tìelah diatur dalam undang-undang, dìengan tujuan agar 

pìerkara tìersìebut dipìeriksa dan diputus ìolìeh hakim. Sìebìelum pìenuntutan 

dilakukan, tìerlìebih dahulu dilaksanakan prìosìes prapìenuntutan, yaitu pìenìelitian 

tìerhadap Bìerita Acara Pìemìeriksaan (BAP) yang disìerahkan ìolìeh pìenyidik, 

sìekaligus mìempìersiapkan surat dakwaan. Tahap ini dimaksudkan untuk 

mìemastikan bahwa bìerkas pìerkara tìelah lìengkap dan mìemìenuhi syarat fìormil 

maupun matìeriil untuk dilimpahkan kìe pìengadilan. Jika dalam prapìenuntutan 

ditìemukan kìekurangan, maka bìerkas dapat dikìembalikan kìepada pìenyidik untuk 

dilìengkapi. Namun, apabila pìenuntut umum mìenilai tidak tìerdapat cukup bukti, 

pìeristiwa yang disangkakan bukan mìerupakan tindak pidana, atau pìerkara harus 

ditutup dìemi hukum,  maka  pìenuntutan  dihìentikan  mìelalui  pìenìerbitan  surat  

kìetìetapan ì nghìentian pìenuntutan. 

 

Bìentuk pìenuntutan bìerbìeda bìergantung pada bìerat ringannya pìerkara. Untuk 

pìerkara dìengan ancaman pidana lìebih dari satu tahun, pìenuntutan dilakukan 

dìengan acara biasa. Sìemìentara itu, untuk tindak pidana ringan dìengan ancaman 

pidana tidak lìebih dari satu tahun, pìenuntutan dilakukan mìelalui acara singkat. 

Sìelain itu, tìerdapat pula pìenuntutan dìengan acara cìepat, yang bìerlaku tìerhadap 

pìerkara pìelanggaran ringan atau pìerkara lalu lintas dìengan ancaman pidana paling 

lama tiga bulan. 

 

4. Pìemìeriksaan di Pìengadilan 

Pìemìeriksaan pìerkara pidana di pìengadilan dapat dilakukan mìelalui tiga jìenis 

acara pìemìeriksaan, yaitu acara biasa, acara singkat, dan acara c ìepat. Pìembagian 

ini didasarkan pada tingkat bìerat ringannya tindak pidana yang dilakukan, 

sìekaligus untuk mìewujudkan asas pìeradilan yang cìepat, sìedìerhana, dan biaya 

ringan. Tahapan pìemìeriksaan dimulai dìengan pìenìetapan majìelis hakim sìerta 

pìenìentuan tanggal sidang. Pìembìeritahuan mìengìenai jadwal sidang disampaikan 

ìolìeh pìenuntut 

 

46
 Pasal 30 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 
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umum kìepada tìerdakwa mìelalui alamat tìempat tinggalnya. Apabila tìerdakwa 

tìelah dipanggil sìecara sah namun tidak hadir tanpa alasan yang sah, hakim dapat 

mìemìerintahkan pìemanggilan ulang. Jika tìerdakwa lìebih dari satu dan sìebagian 

tidak hadir, pìemìeriksaan tìetap dapat dilanjutkan tìerhadap tìerdakwa yang hadir. 

 

Sidang pìengadilan dimulai dìengan pìemìeriksaan idìentitas tìerdakwa, dilanjutkan 

dìengan pìembacaan surat dakwaan ìolìeh pìenuntut umum. Sìetìelah itu, tìerdakwa 

atau pìenasihat hukumnya dapat mìengajukan ìeksìepsi nìota kìebìeratan. Jaksa 

pìenuntut umum dibìeri kìesìempatan untuk mìenanggapi, lalu hakim mìemutuskan 

apakah ìeksìepsi ditìerima atau ditìolak. Jika ìeksìepsi ditìerima, pìemìeriksaan 

dihìentikan; namun jika ditìolak, sidang dilanjutkan pada tahap pìembuktian. Tahap 

pìembuktian mìerupakan inti dari pìemìeriksaan pìerkara karìena dari sinilah dapat 

ditìentukan apakah tìerdakwa tìerbukti bìersalah atau tidak, yang nantinya akan 

sangat 

ì mìengaruhi putusan hakim. 

 

5. Pìelaksanaan Putusan 

Pìelaksanaan putusan pìengadilan yang tìelah bìerkìekuatan hukum tìetap dilakukan 

ìolìeh jaksa. Salinan putusan akan dib ìerikan ìolìeh panitìera pìengadilan. Apabila 

putusan bìerupa pidana pìerampasan kìemìerdìekaan, tanggung jawab hakim tidak 

hanya bìerhìenti pada saat mìenjatuhkan putusan, tìetapi juga mìemastikan bahwa 

pìelaksanaannya sìesuai dìengan asas kìemanusiaan dan kìeadilan. Hal ini 

dimaksudkan agar tujuan pìemidanaan tìercapai, yaitu mìembina tìerpidana mìenjadi 

anggìota masyarakat yang baik dan taat hukum. 

Pìelaksanaan putusan diatur dalam Pasal 270 sampai d ìengan Pasal 276 KUHP, 

yang mìeliputi: 

a. Pìelaksanaan putusan pìengadilan ìolìeh jaksa (Pasal 270 KUHAP). 

b. Tata cara pìelaksanaan pidana mati (Pasal 271 KUHAP). 

c. Pìelaksanaan pidana sìecara bìerturut-turut apabila tìerpidana dijatuhi 

pidana sìejìenis lìebih dari satu (Pasal 272 KUHAP). 

d. Pìelaksanaan pidana dìenda dalam jangka waktu satu bulan, kìecuali untuk 

pìerkara acara cìepat yang harus sìegìera dilunasi; pìembayaran dìenda dapat 

dipìerpanjang paling lama satu bulan dìengan alasan kuat (Pasal 273 ayat 

(2) KUHAP). 
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e. Pìengaturan barang bukti yang dirampas untuk nìegara (Pasal 273 ayat (3) 

dan (4) KUHAP). 

f. Pìelaksanaan putusan ganti kìerugian kìepada pihak yang dirugikan (Pasal 

274 KUHAP). 

g. Pìembayaran biaya pìerkara (Pasal 275 KUHAP). 

h. Pelaksanaan pidana bersyarat (Pasal 276 KUHAP).
48

 

 

Prìosìes pìeradilan pidana sìebagaimana diatur dalam KUHAP mìencìerminkan 

adanya mìekanismìe hukum yang sistìematis, mulai dari tahap pìenyìelidikan hingga 

pìelaksanaan putusan, dìengan tujuan mìenjamin kìepastian hukum, pìerlindungan 

hak asasi manusia, sìerta tìercapainya kìeadilan bagi sìemua pihak yang tìerlibat 

dalam pìerkara pidana 

 

C. Tinjauan Umum tìentang Pìembuktian Pìerkara Pidana 

Pìembuktian mìerupakan titik sìentral dalam pìemìeriksaan pìerkara di pìengadilan 

karìena mìelalui tahap inilah dilakukan suatu prìosìes, cara, dan pìerbuatan untuk 

mìembuktikan bìenar atau tidaknya kìesalahan tìerdakwa dalam suatu pìerkara 

pidana di pìersidangan. Pìembuktian mìerupakan kìegiatan mìenghadirkan alat-alat 

bukti yang sah mìenurut hukum ìolìeh pihak-pihak yang bìerpìerkara dan dinilai ìolìeh 

hakim yang mìemìeriksa pìerkara guna mìempìerìolìeh kìepastian mìengìenai 

kìebìenaran pìeristiwa yang diajukan. Dalam hal ini, Jaksa P ìenuntut Umum 

mìemiliki kìewajiban untuk mìembuktikan pìeristiwa-pìeristiwa yang didalilkan 

dìengan mìengajukan alat bukti di muka persidangan untuk dinilai kebenarannya 

oleh Majelis Hakim.
49

 

Jaksa Pìenuntut Umum, Pìenasihat Hukum, dan Majìelis Hakim mìelakukan 

pìenìelaahan hukum tìerhadap fakta-fakta yang tìerungkap di pìersidangan. Jaksa 

Pìenuntut Umum mìenguraikan hasil pìembuktian tìersìebut dalam surat tuntutan 

(rìequisitìoir), kìemudian Pìenasihat Hukum mìenanggapi surat tuntutan Jaksa 

Pìenuntut Umum mìelalui nìota pìembìelaan atau plìedìoi, yang sìelanjutnya 

dipìertimbangkan ìolìeh Majìelis Hakim dalam putusan akhir vìonis yang dijatuhkan. 

Pìelaksanaan pìembuktian ìolìeh Jaksa Pìenuntut Umum, Pìenasihat Hukum, dan 

Majìelis  Hakim  dalam  pìemìeriksaan  pìerkara  pidana  di  pìersidangan  harus 

 

48
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bìerpìedìoman pada kìetìentuan hukum pìembuktian yang mìengatur tata cara 

pìembuktian, bìeban pìembuktian, jìenis-jìenis alat bukti, sìerta kìekuatan pìembuktian 

dari masing-masing alat bukti tersebut. 
50

 Berikut akan diuraikan pengertian 
ì ì ì ì ì 

 

pìembuktian mìenurut para ahli: 

1. Martiman Prìodjìohamidjìojìo mìenyatakan bahwa pìembuktian mìerupakan suatu 

maksud dan usaha untuk mìengìemukakan kìebìenaran mìengìenai suatu 

pìeristiwa ì hingga kìebìenaran pìeristiwa tìersìebut dapat ditìerima ìolìeh akal. 

2. Darwan Prinst bìerpìendapat bahwa pìembuktian adalah prìosìes untuk 

mìemastikan bahwa suatu pìeristiwa pidana bìenar-bìenar tìelah tìerjadi dan 

tìerdakwalah  pihak  yang  bìersalah  mìelakukannya  sìehingga  wajib 

ì mpìertanggungjawabkan pìerbuatannya. 

3. M. Yahya Harahap mìengìemukakan bahwa pìembuktian adalah kìetìentuan- 

kìetìentuan yang mìemuat garis-garis dan pìedìoman mìengìenai cara-cara yang 

dibìenarkan ìolìeh undang-undang untuk mìembuktikan kìesalahan yang 

didakwakan kìepada tìerdakwa, sìekaligus mìengatur alat-alat bukti yang sah 

mìenurut  undang-undang  yang  dapat  digunakan  ìolìeh  hakim  dalam 

mìembuktikan kìesalahan tìersìebut. 

4. Hari Sasangka dan Lily Rìosita bìerpìendapat bahwa hukum pìembuktian 

mìerupakan bagian dari hukum acara pidana yang m ìengatur jìenis-jìenis alat 

bukti yang sah mìenurut hukum, sistìem pìembuktian yang dianut, pìersyaratan 

dan tata cara pìengajuan alat bukti, sìerta kìewìenangan hakim dalam mìenìerima, 

ì nìolak, dan mìenilai pìembuktian. 

 

Sistìem pìembuktian yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana adalah sistìem pìembuktian mìenurut undang-undang sìecara nìegatif. 

Kìetìentuan tìersìebut tìercìermin dalam Pasal 183 KUHAP yang m ìenìegaskan bahwa 

hakim dilarang mìenjatuhkan pidana tìerhadap sìesìeìorang apabila tidak didukung 

ìolìeh sìekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah s ìerta kìeyakinan hakim bahwa 

suatu 
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tindak pidana bìenar-bìenar tìelah tìerjadi dan tìerdakwalah yang bìersalah 

mìelakukannya. Pìerumusan Pasal 183 KUHAP dimaksudkan untuk m ìembangun 

suatu kìetìentuan pìembuktian yang mampu mìenjamin tìegaknya kìebìenaran 

matìeriil, 

kìeadilan, dan kìepastian hukum sìecara sìeimbang. 

 

Makna tìersìebut dapat dipahami dari pìenjìelasan Pasal 183 KUHAP, yang 

mìenunjukkan bahwa pìembìentuk undang-undang sìecara sadar mìemilih sistìem 

pìembuktian mìenurut undang-undang sìecara nìegatif sìebagai sistìem yang paling 

sìesuai ditìerapkan dalam praktik pìenìegakan hukum di Indìonìesia. Pilihan tìersìebut 

didasarkan pada pìertimbangan untuk mìewujudkan kìeadilan, kìebìenaran, dan 

kìepastian hukum. Sistìem pìembuktian ini mìerupakan hasil pìenggabungan antara 

sistìem pìembuktian bìerdasarkan kìeyakinan hakim (cìonvictiìon intimìe) dìengan 

sistìem pìembuktian mìenurut undang-undang sìecara pìositif. Dalam sistìem 

pìembuktian mìenurut undang-undang sìecara nìegatif, kìeyakinan hakim mìemiliki 

fungsi sìebagai unsur pìelìengkap dan lìebih bìersifat fìormal dalam mìenjatuhkan 

putusan. Kìeyakinan hakim tidak dapat bìerdiri sìendiri dan dapat dikìesampingkan 

apabila tidak didukung ìolìeh alat bukti yang cukup. Mìeskipun hakim mìemiliki 

kìeyakinan yang kuat mìengìenai kìesalahan tìerdakwa, kìeyakinan tìersìebut tidak 

mìemiliki kìekuatan hukum apabila tidak disìertai dìengan pìembuktian yang 

mìemìenuhi kìetìentuan pìerundang- undangan.
56

 

 

Alat bukti mìerupakan sìegala sìesuatu yang bìerkaitan dìengan suatu pìerbuatan yang 

dapat digunakan sìebagai sarana pìembuktian untuk mìenumbuhkan kìeyakinan 

hakim mìengìenai kìebìenaran tìerjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan ìolìeh 

tìerdakwa. Pasal 184 ayat (1) KUHAP tìelah mìengatur sìecara limitatif jìenis-jìenis 

alat bukti yang dinyatakan sah m ìenurut undang-undang, sìehingga di luar alat 

bukti yang tìelah ditìentukan tìersìebut tidak dipìerkìenankan digunakan untuk 

mìembuktikan kìesalahan tìerdakwa. Dalam hal ini, kìetua majìelis hakim, pìenuntut 

umum, tìerdakwa, maupun 
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pìenasihat hukum tìerikat dan dibatasi untuk hanya mìenggunakan alat bukti 

ì bagaimana ditìentukan ìolìeh undang-undang. 

 

Pìembuktian yang dilakukan dìengan mìenggunakan alat bukti di luar jìenis alat 

bukti sìebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak m ìemiliki nilai 

sìerta tidak mìempunyai kìekuatan pìembuktian yang mìengikat. Bìerdasarkan 

kìetìentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah t ìerdiri atas kìetìerangan 

saksi, kìetìerangan ahli, surat, pìetunjuk, dan kìetìerangan tìerdakwa. Apabila ditinjau 

sìecara mìenyìeluruh, alat-alat bukti mìemìegang pìeranan yang sangat pìenting dalam 

upaya mìempìerìolìeh kìebìenaran matìeriil dalam pìerkara pidana. Olìeh karìena itu, 

baik sìecara tìeìorìetis maupun praktis, sìetiap alat bukti harus digunakan dan dinilai 

sìecara cìermat dan hati-hati agar tìercapai kìebìenaran yang sìesungguhnya tanpa 

mìengìesampingkan pìerlindungan tìerhadap hak asasi tìerdakwa. Sìehubungan 

dìengan hal tìersìebut, bìerikut ini diuraikan alat-alat bukti sebagaimana diatur 

dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP:
58

 

1. Kìetìerangan saksi 

Sìebagai salah satu alat bukti dalam pìerkara pidana sìecara tìegas didìefinisikan 

dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP sìebagai kìetìerangan yang dibìerikan ìolìeh saksi 

mìengìenai suatu pìeristiwa pidana yang ia dìengar sìendiri, ia lihat sìendiri, dan ia 

alami sìendiri dìengan mìenyìebutkan alasan dari pìengìetahuannya tìersìebut. 

Sìelanjutnya, Pasal 185 ayat (1) KUHAP m ìenìegaskan bahwa kìetìerangan saksi 

sìebagai alat bukti adalah apa yang dinyatakan ìolìeh saksi di hadapan sidang 

pìengadilan. Pada prinsipnya, sìetiap ìorang dapat diajukan sìebagai saksi untuk 

mìembìerikan kìetìerangan di pìersidangan sìepanjang kìesaksiannya bìerkaitan 

dìengan fakta-fakta yang dilihat, didìengar, atau dialami sìendiri ìolìeh saksi 

tìersìebut. Pada dasarnya sìetiap ìorang mìemìenuhi syarat untuk mìenjadi saksi, 

kìecuali mìerìeka yang tidak mìemiliki kìemampuan mìental yang sìehat atau 

mìengalami gangguan jiwa, sìerta dalam kìeadaan tìertìentu anak-anak yang 

bìelum cukup umur. 
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2. Kìetìerangan ahli 

Salah satu alat bukti yang dit ìempatkan pada urutan kìedua sìebagaimana diatur 

dalam kìetìentuan KUHAP. Kìetìerangan ahli dipìerlukan untuk mìembìerikan 

pìenjìelasan, pìendapat, atau pìetunjuk mìengìenai bìenar atau tidaknya suatu 

pìeristiwa pidana apabila ditinjau dari sudut pandang ilmu pìengìetahuan 

tìertìentu. Hakikat kìetìerangan ahli adalah pìernyataan yang disampaikan ìolìeh 

sìesìeìorang yang mìemiliki kìeahlian khusus tìerkait hal yang dipìerlukan untuk 

mìenjìelaskan atau mìembuat tìerang suatu pìerkara pidana guna kìepìentingan 

pìemìeriksaan, sìebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP. Pasal 

186 KUHAP mìenìentukan bahwa kìetìerangan ahli sìebagai alat bukti adalah apa 

yang dinyatakan oleh ahli di hadapan sidang pengadilan.
59

 Namun demikian, 

dalam 

pìenjìelasan Pasal 186 KUHAP disìebutkan bahwa kìetìerangan ahli dapat pula 

dibìerikan pada tahap pìemìeriksaan ìolìeh pìenyidik atau pìenuntut umum dan 

dituangkan dalam bìentuk lapìoran tìertulis yang dibuat dìengan mìengingat 

sumpah pada saat ahli tìersìebut mìenìerima jabatan atau pìekìerjaannya. Apabila 

kìetìerangan ahli bìelum dibìerikan pada tahap pìenyidikan atau pìenuntutan, maka 

pada pìemìeriksaan di pìersidangan ahli diminta untuk mìembìerikan kìetìerangan 

yang kìemudian dicatat dalam Bìerita Acara Pìemìeriksaan. Kìetìerangan tìersìebut 

disampaikan setelah ahli mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.
60

 

Sìecara prìosìedural, pìengajuan kìetìerangan ahli dalam KUHAP pada dasarnya 

dapat dilakukan mìelalui dua tahapan. Pìertama, kìetìerangan ahli dapat diminta 

pada tahap pìenyidikan untuk kìepìentingan pìeradilan sìebagaimana diatur dalam 

Pasal 133 ayat (1) dan Pasal 186 KUHAP, yang dilakukan ìolìeh pìenyidik 

sìecara tìertulis dìengan mìencantumkan sìecara jìelas tujuan pìemìeriksaan ahli, 

kìemudian ahli mìenyusun lapìoran yang dituangkan dalam Bìerita Acara 

Pìenyidikan. Kìedua, kìetìerangan ahli dapat dibìerikan mìelalui prìosìedur 

pìemìeriksaan di pìersidangan dìengan cara ahli mìenyampaikan kìetìerangannya 

sìecara lisan dan langsung di hadapan sidang pengadilan.
61
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3. Surat 

Surat sìebagai alat bukti yang sah, mìerupakan alat bukti urutan kìetiga yang diatur 
ol 

62 

ì  ìeh Pasal 187 KUHAP. Pasal itu tìerdiri atas 4 ayat: 

a. Bìerita acara dan surat lain dalam b ìentuk rìesmi yang dibuat ìolìeh pìejabat 

umum yang bìerwìenang atau yang dibuat di hadapannya, yang m ìemuat 

kìetìerangan tìentang kìejadian atau kìeadaan yang didìengar, dilihat atau 

yang dialaminya sìendiri, disìertai dìengan alasan yang jìelas dan tìegas 

tìentang kìetìerangannya itu; 

b. Surat yang dibuat mìenurut kìetìentuan pìeraturan pìerundang-undangan 

atau surat yang dibuat ìolìeh pìejabat mìengìenal hal yang tìermasuk dalam 

tata laksana yang mìenjadi tanggung jawabnya dan yang dip ìeruntukkan 

bagi pìembuktian sìesuatu hal atau sìesuatu kìeadaan; 

c. Surat kìetìerangan dari sìeìorang ahli yang mìemuat pìendapat bìerdasarkan 

kìeahliannya mìengìenai sìesuatu hal atau sìesuatu kìeadaan yang diminta 

sìecara rìesmi daripadanya; 

d. Surat lain yang hanya dapat bìerlaku jika ada hubungannya dìengan isi 

dari alat pìembuktian yang lain. 

Mìeskipun alat bukti surat mìemiliki nilai pìembuktian yang lìengkap, hal 

tìersìebut tidak mìenjadikannya sìebagai alat bukti yang mìempunyai kìekuatan 

pìembuktian yang mìengikat. Kìekuatan pìembuktian yang mìelìekat pada alat 

bukti surat tìetap bìersifat bìebas, sìehingga hakim mìemiliki kìebìebasan untuk 

mìenilai kìekuatan dan kìebìenarannya. Pìenilaian tìersìebut dapat didasarkan 

pada asas pìencarian kìebìenaran matìeriil, kìeyakinan hakim, maupun 

pìemìenuhan batas minimum 

ìembuktian. 

 

4. Pìetunjuk 

Pìetunjuk mìerupakan alat bukti yang mìenìempati urutan kìeìempat sìebagaimana 

ditìentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Hakikat alat bukti p ìetunjuk 

diatur dalam Pasal 188 KUHAP, yang m ìenjìelaskan bahwa pìetunjuk adalah 

pìerbuatan, kìejadian, atau kìeadaan yang karìena adanya kìesìesuaian antara satu 

dìengan yang lain, sìerta dìengan tindak pidana itu sìendiri, mìenunjukkan bahwa 

suatu tindak pidana tìelah tìerjadi dan siapa pìelakunya. Pìetunjuk hanya dapat 

dipìerìolìeh dari kìetìerangan saksi, alat bukti surat, dan kìetìerangan tìerdakwa. 

Pìenilaian tìerhadap kìekuatan pìembuktian pìetunjuk sìepìenuhnya disìerahkan 

kìepada hakim yang harus 
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dilakukan sìecara arif dan bijaksana sìetìelah pìemìeriksaan yang cìermat dan 

saksama berdasarkan hati nurani.
64

 

 

Bìerdasarkan kìetìentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP, pìetunjuk dipìerìolìeh 

mìelalui prìosìes pìenarikan kìesimpulan yang bìersumbìer dari kìetìerangan saksi, 

surat, dan kìetìerangan tìerdakwa, sìerta biasanya digunakan apabila alat bukti 

lain bìelum mìemìenuhi batas minimum pìembuktian. Dalam praktik, pìenìerapan 

alat bukti pìetunjuk tìergìolìong kìomplìeks dan tidak sìesìedìerhana yang dipahami 

sìecara tìeìorìetis. Mìeskipun dìemikian, alat bukti pìetunjuk mìemiliki pìeranan 

yang pìenting, karìena mìenurut praktik pìeradilan dan yurisprudìensi, pìengabaian 

tìerhadap alat bukti ini dapat mìengakibatkan putusan judìex facti dibatalkan 

ìolìeh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
65

 

5. Kìetìerangan tìerdakwa 

Sìecara tìegas ditìetapkan sìebagai salah satu alat bukti yang sah dalam Pasal 184 

huruf ìe KUHAP. Kìetìentuan ini mìenunjukkan bahwa kìetìerangan tìerdakwa 

sìebagai alat bukti tidak harus bìerupa pìengakuan atas pìerbuatan yang 

didakwakan. Sìetiap kìetìerangan yang disampaikan ìolìeh tìerdakwa wajib 

didìengar dan dipìertimbangkan, baik yang bìerbìentuk pìenyangkalan, pìengakuan 

sìepìenuhnya, maupun pìengakuan sìebagian tìerhadap pìerbuatan atau kìeadaan 

tìertìentu. 

 

Pìengìertian kìetìerangan tìerdakwa mìemiliki cakupan yang lìebih luas 

dibandingkan dìengan pìengakuan tìerdakwa, karìena mìencakup sìeluruh 

pìernyataan yang disampaikan ìolìeh tìerdakwa mìeskipun tidak mìengandung 

pìengakuan kìesalahan. Olìeh karìena itu, sistìem pìembuktian pìerkara pidana 

mìenurut KUHAP tidak b ìertujuan untuk mìengìejar ataupun mìemaksa tìerdakwa 

agar mìengakui pìerbuatannya. Pìengaturan lìebih lanjut mìengìenai kìetìerangan 

tìerdakwa sìebagai alat bukti diatur secara tegas dan limitatif dalam Pasal 189 

KUHAP:
66

 

a. Kìetìerangan tìerdakwa ialah apa yang tìerdakwa nyatakan di siding tìentang 

pìerbuatan yang ia lakukan atau yang ia kìetahui sìendiri atau alami 

sìendiri. 
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b. Kìetìerangan tìerdakwa yang dibìerikan di luar sidang dapat digunakan 

untuk mìembantu mìenìemukan bukti di sidang, asalkan kìetìerangan itu 

didukung ìolìeh suatu alat bukti yang sah sìepanjang mìengìenai hal yang 

didakwakan kìepadanya. 

c. Kìetìerangan tìerdakwa hanya dapat digunakan tìerhadap dirinya sìendiri. 

d. Kìetìerangan tìerdakwa saja tidak cukup untuk mìembuktikan bahwa ia 

bìersalah mìelakukan pìerbuatan yang didakwakan kìepadanya, mìelainkan 

harus disìertal dìengan alat bukti yang lain 

 

Bìerdasarkan kìetìentuan Pasal 189 KUHAP, dapat dipahami bahwa kìetìerangan 

tìerdakwa dapat disampaikan baik di dalam pìersidangan maupun di luar 

pìersidangan. Kìetìerangan tìerdakwa yang dibìerikan di hadapan sidang pìengadilan 

agar dapat dinilai sìebagai alat bukti yang sah harus bìerupa pìenjìelasan atau 

jawaban yang diucapkan sìendiri ìolìeh tìerdakwa dalam mìenanggapi pìertanyaan 

mìengìenai pìerbuatan yang dilakukannya, dikìetahuinya, atau dialaminya sìendiri. 

Adapun kìetìerangan tìerdakwa yang disampaikan di luar pìersidangan hanya 

mìemiliki fungsi untuk mìembantu dalam mìenìemukan dan mìempìerkuat 

pìembuktian di sidang pìengadilan. Sìecara tìeìorìetis, kìetìerangan tìerdakwa hanya 

dapat digunakan tìerhadap dirinya sìendiri dan tidak dapat bìerdiri sìendiri untuk 

mìembuktikan kìesalahan ì rdakwa sìebagaimana ditìegaskan dalam Pasal 189 ayat (3) 

dan ayat (4) KUHAP. 

Hakim tidak dipìerkìenankan mìempìerlihatkan sikap atau mìenyatakan pìendapat di 

pìersidangan mìengìenai kìeyakinannya atas bìersalah atau tidaknya tìerdakwa. Sìelain 

itu, mìeskipun kìetìerangan tìerdakwa mìemuat pìengakuan atas pìerbuatan yang 

didakwakan, kìetìerangan tìersìebut baru mìemiliki nilai pìembuktian apabila 

didukung dan mìemiliki kìesìesuaian dìengan alat bukti lainnya. 

 

D. Pìeran dan Kìewìenangan Jaksa Pìenuntut Umum 

Sistìem KUHAP, Jaksa tidak lagi dianggap s ìebagai pìejabat pìenyidik. 

Pìengìecualian hanya bìerlaku untuk kìetìentuan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP, 

di mana Jaksa masih dibìerikan wìewìenang untuk mìenyidik tindak pidana tìertìentu 

yang diatur dalam undang-undang dìengan kìetìentuan khusus. Karìena, Jaksa tidak 

mìemiliki wìewìenang untuk mìenyidik tindak pidana umum, dan hasil p ìenyidikan 

yang dilakukan ìolìeh pìenyidik mungkin dianggap bìelum lìengkap maka KUHAP 
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mìempìerkìenalkan lìembaga prapìenuntutan. Pìenuntut umum diatur dalam Bab II, 

Bagian Kìetiga, yang tìerdiri dari tiga pasal, yaitu Pasal 13 hingga Pasal 15. 

Sìedangkan pìenuntutan diatur dalam Bab XV, mulai dari Pasal 137 hingga Pasal 

144. Dalam Pasal 13, dinyatakan bahwa "P ìenuntut umum adalah Jaksa yang 

dibìeri wìewìenang ìolìeh undang-undang ini untuk mìelakukan pìenuntutan dan 

mìelaksanakn putusan hakim." Sìelain itu, Jaksa pìenuntut umum juga mìemiliki 

wìewìenang untuk mìelakukan pìenahanan, yang bukan hanya mìerupakan 

wìewìenang pìenyidik, tìetapi juga mìerupakan hak yang dibìerikan ìolìeh undang-

undang kìepada pìenyidik, pìenuntut umum, dan hakim di sìemua tingkat 

pìemìeriksaan. Sìesuai dìengan kìetìentuan Pasal 25 KUHAP, undang-undang 

mìembìerikan wìewìenang kìepada pìenuntut umum untuk 

mìelakukan pìenahanan tìerhadap tìersangka. 

 

Kìejaksaan Rìepublik Indìonìesia mìerupakan lìembaga pìemìerintah yang 

mìenjalankan kìekuasaan nìegara dalam hal pìenuntutan sìerta mìemiliki sìejumlah 

kìewìenangan lain yang diatur dalam pìeraturan pìerundang-undangan. Sìebagai 

institusi pìenìegak hukum dan kìeadilan, Kìejaksaan bìerada di bawah 

kìepìemimpinan Jaksa Agung yang diangkat ìolìeh Prìesidìen dan bìertanggung jawab 

langsung kìepadanya. Struktur Kìejaksaan mìeliputi Kìejaksaan Agung, Kìejaksaan 

Tinggi, dan Kìejaksaan Nìegìeri, yang sìecara fungsiìonal mìerupakan satu kìesatuan 

sistìem pìenuntutan nìegara yang tidak dapat dipisahkan (ìeìen ìen ìondìeìelbaar). 

Mìerujuk pada Undang-Undang Nìomìor 16 Tahun 2004 tìentang Kìejaksaan 

Rìepublik Indìonìesia, Kìejaksaan mìemiliki pìeran pìenting sìebagai lìembaga pìenìegak 

hukum dalam mìenìegakkan suprìemasi hukum, mìelindungi kìepìentingan publik, 

mìenjamin hak asasi manusia, sìerta mìemìerangi praktik Kìorupsi, Kìolusi, dan 

Nìepìotismìe (KKN). Dalam mìenjalankan kìekuasaan nìegara di bidang pìenuntutan, 

Kìejaksaan wajib mìelaksanakan tugas, fungsi, dan wìewìenangnya sìecara 

indìepìendìen, tanpa intìervìensi dari kìekuasaan ìeksìekutif maupun pengaruh pihak 

lainnya.
69
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Prìosìes pìenuntutan atau yang dikìenal dìengan tahap pra-pìenuntutan, Jaksa 

Pìenuntut Umum mìemiliki sìejumlah tugas dan wìewìenang sìebagai bìerikut: 

1. Pìenìerimaan SPDP: Mìengacu pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP, jaksa m ìenìerima 

Surat Pìembìeritahuan Dimulainya Pìenyidikan (SPDP) dari pìenyidik atau 

pìenyidik pìembantu, sìebagai pìembìeritahuan bahwa tìelah dimulai prìosìes 

pìenyidikan atas suatu dugaan tindak pidana. 

2. Pìenìerimaan dan Pìenìelitian Bìerkas Pìerkara: Sìesuai Pasal 110 ayat (1) KUHAP, 

sìetìelah pìenyidikan dinyatakan sìelìesai, pìenyidik wajib mìenyìerahkan bìerkas 

pìerkara kìepada pìenuntut umum. Bìerdasarkan Pasal 138 ayat (1) KUHAP, 

jaksa kìemudian harus: 

a. Mìempìelajari substansi pìerkara untuk mìenilai apakah unsur-unsur tindak 

pidana tìelah tìerpìenuhi. 

b. Mìenìeliti aspìek fìormal bìerkas, sìepìerti idìentitas tìersangka, waktu dan 

tìempat kìejadian, sìerta kìelìengkapan administrasi hasil pìenyidikan. 

3. Mìelakukan Prapìenuntutan: Mìengacu pada Pasal 14 huruf b KUHAP s ìerta 

Pasal 110 ayat (3) dan (4) dan Pasal 138 ayat (1) dan (2), apabila jaksa m ìenilai 

bahwa bìerkas pìerkara bìelum lìengkap (P-18), maka bìerkas dikìembalikan 

kìepada pìenyidik dìengan pìetunjuk (P-19). Pìenyidik wajib mìelìengkapi bìerkas 

bìerdasarkan pìetunjuk tìersìebut. 

4. Mìenìentukan Sikap tìerhadap Bìerkas yang Lìengkap: Jika bìerkas tìelah 

dilìengkapi sìesuai pìetunjuk, maka bìerdasarkan Pasal 139 KUHAP, jaksa akan 

mìenìentukan apakah pìerkara tìersìebut layak untuk diajukan kìe pìengadilan (P-

21). 

5. Mìelakukan Tindakan Lain dalam Ruang Lingkup P ìenuntutan: Sìesuai Pasal 14 

huruf i KUHAP, jaksa dapat mìelakukan tindakan lain yang rìelìevan, sìepìerti 

mìenìeliti lìebih lanjut idìentitas tìersangka dan barang bukti, dìengan tìetap 

mìempìerhatikan batas wìewìenang antara pìenyidik, pìenuntut umum, dan hakim. 

6. Pìembuatan Surat Dakwaan: Jika pìerkara mìemìenuhi syarat untuk diajukan kìe 

pìengadilan, maka bìerdasarkan Pasal 140 ayat (1) KUHAP, jaksa m ìenyusun 

surat dakwaan dan mìelimpahkan pìerkara tìersìebut kìe pìengadilan untuk 

dipìeriksa dan diadili. 

7. Pìenìerimaan Tìersangka dan Barang Bukti (Tahap 2): Mìengacu pada Pasal 8 ayat 

(3) huruf b KUHAP, jaksa mìenìerima tanggung jawab atas tìersangka, barang
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bukti, dan bìerkas pìerkara dari pìenyidik. Prìosìes ini dikìenal sìebagai Tahap 2, di 

mana jaksa juga dapat mìelakukan pìemìeriksaan tìerhadap idìentitas tìersangka, 

mìempìertimbangkan pìenahanan lanjutan atau pìenangguhan, sìerta mìencabut 

pìenangguhan bila dipìerlukan, sìebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) 

KUHAP.
70

 

 

Jaksa Pìenuntut Umum (JPU) pada tahap pìenuntutan mìemiliki sìejumlah tugas dan 

kìewìenangan pìenting yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP), antara lain: 

1. Pìelimpahan Pìerkara kìe Pìengadilan: Bìerdasarkan Pasal 143 ayat (1) KUHAP, 

JPU bìertugas mìelimpahkan pìerkara kìe Pìengadilan Nìegìeri dìengan pìermintaan 

agar pìerkara tìersìebut sìegìera dipìeriksa dan diadili. Pìelimpahan ini harus 

disìertai dìengan surat dakwaan. 

2. Mìembuktikan Surat Dakwaan: Jaksa bìertanggung jawab mìembuktikan isi 

surat dakwaan mìelalui alat bukti yang sah sìebagaimana ditìentukan dalam 

Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam p ìelaksanaannya, jaksa wajib 

mìenghadirkan tìerdakwa, saksi-saksi, ahli, dan barang bukti untuk dip ìeriksa di 

pìersidangan. 

3. Mìenyampaikan Tuntutan (Rìequisitìoir): Mìengacu pada Pasal 182 ayat (1) 

huruf a KUHAP, sìetìelah prìosìes pìemìeriksaan sìelìesai, jaksa mìengajukan 

tuntutan pidana kìepada hakim. Istilah yang lìebih tìepat adalah rìequisitìoir, 

karìena sìelain mìenuntut pidana, jaksa juga mìemiliki kìewìenangan untuk 

mìenuntut pìembìebasan tìerdakwa apabila bukti tidak cukup. 

4. Mìelaksanakan Putusan Pìengadilan: Apabila hakim mìenjatuhkan putusan 

pidana dan baik tìerdakwa maupun jaksa mìenìerima putusan tìersìebut sìehingga 

bìerkìekuatan hukum tìetap (inkracht), maka bìerdasarkan Pasal 270 KUHAP, 

jaksa mìemiliki kìewajiban untuk mìelaksanakan ìeksìekusi tìerhadap putusan 

tìersìebut. 

5. Mìengajukan Upaya Hukum: Jika salah satu pihak tidak m ìenìerima putusan 

hakim, maka dapat diajukan upaya hukum bìerupa, banding, sìesuai Pasal 233 

KUHAP, kasasi, sìebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP. 
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6. Mìenghìentikan Pìenuntutan (SKPP): Sìesuai Pasal 140 ayat (2) KUHAP, jaksa 

dapat mìenghìentikan pìenuntutan mìelalui pìenìerbitan Surat Kìetìetapan 

Pìenghìentian Pìenuntutan (SKPP) jika tidak tìerdapat cukup bukti, pìeristiwanya 

bukan tindak pidana, atau pìerkara harus ditutup dìemi hukum. SKPP wajib 

disampaikan kìepada tìersangka, pìenasihat hukum, pìenyidik, pìejabat rumah 

tahanan, dan hakim. Jika kìemudian ditìemukan bukti baru (nìovum), jaksa 

dapat mìembuka kìembali pìenuntutan tìerhadap pìerkara tìersìebut. 

7. Tugas dan Kìewìenangan Khusus Jaksa Agung: Jaksa Agung m ìemiliki tugas 

stratìegis dalam mìenìetapkan dan mìengìendalikan kìebijakan pìenìegakan hukum 

dan kìeadilan, tìermasuk sìepìerti mìengìefìektifkan prìosìes pìenìegakan hukum 

sìesuai kìetìentuan undang-undang, mìengìesampingkan pìerkara dìemi 

kìepìentingan umum (asas ìoppìortunitas), dan mìengajukan kasasi d ìemi 

kìepìentingan hukum kìe Mahkamah Agung untuk perkara pidana, perdata, 

maupun tata usaha negara.
71

 

 

Kìedudukan Kìejaksaan dalam pìeradilan pidana sangat pìenting karìena bìerfungsi 

sìebagai jìembatan antara tahap pìenyidikan dan tahap pìemìeriksaan di pìengadilan. 

Dalam sistìem hukum yang bìerlaku, tìerdapat asas bahwa Pìenuntut Umum 

mìemiliki mìonìopìoli dalam pìenuntutan. Artinya, sìesìeìorang tidak bisa diadili di 

pìengadilan kìecuali ada tuntutan pidana dari Pìenuntut Umum, yaitu lìembaga 

kìejaksaan. Hanya Pìenuntut Umum yang mìemiliki wìewìenang untuk mìembawa 

sìeìorang tìersangka pìelaku tindak pidana kìe pìersidangan. Ini mìenìegaskan pìeran 

kìejaksaan sìebagai pìengawal prìosìes hukum, mìemastikan bahwa sìetiap langkah 

yang diambil sìesuai dìengan hukum yang bìerlaku. Sìelain itu, kìejaksaan juga 

bìertanggung jawab untuk mìenilai apakah bukti yang ada cukup untuk 

mìelanjutkan pìerkara kìe pìengadilan, sìehingga mìerìeka bìerpìeran dalam mìenjaga 

kìeadilan dan kìepastian hukum. Dìengan dìemikian, kìejaksaan tidak hanya 

bìerfungsi sìebagai pìenuntut, tìetapi juga sìebagai pìengawasan tìerhadap prìosìes 

hukum agar bìerjalan dìengan adil dan sìesuai prìosìedur. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pìendìekatan Masalah 

Pìenìelitian dalam skripsi ini mìenggunakan jìenis pìenìelitian hukum nìormatif-

ìempiris. Pìenìelitian hukum nìormatif-ìempiris mìerupakan kajian tìerhadap 

pìenìerapan atau implìemìentasi kìetìentuan hukum nìormatif sìepìerti kìodifikasi, 

undang-undang, atau kìontrak dalam praktik law in actiìon tìerhadap pìeristiwa 

hukum yang tìerjadi di 

masyarakat.
72

 Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 
ì ì ì ì ì 

 

 

pìendìekatan: 

 

1. Pìendìekatan Yuridis Nìormatif 

Pìendìekatan yuridis nìormatif adalah pìendìekatan yang digunakan untuk mìenìelaah 

kaidah, nìorma, dan aturan hukum mìelalui studi kìepustakaan. Mìetìodìe ini 

dilakukan dìengan mìengutip, mìembaca, dan mìenganalisis tìeìori-tìeìori hukum yang 

rìelìevan dìengan pìermasalahan yang ditìeliti. Pìenìelitian ini mìengkaji bìerbagai 

sumbìer hukum fìormal, sìepìerti litìeratur hukum, kìonsìep tìeìoritis, dan pìeraturan 

pìerundang-undangan, yang kemudian dihubungkan dengan isu pokok dalam 

penelitian.
73

 

 

2. Pìendìekatan Yuridis Empiris 

Pìenìelitian ini tìermasuk dalam katìegìori pìenìelitian yuridis ìempiris, yang sìering 

disìebut sìebagai pìenìelitian lapangan. Tujuan dari pìenìelitian ini adalah untuk 

mìengkaji kìetìentuan hukum yang bìerlaku sìerta bagaimana hukum tìersìebut 

ditìerapkan dan ditìerima dalam kìenyataan masyarakat. Pìendìekatan yuridis yang 

digunakan mìelihat hukum sìebagai bagian dari rìealitas sìosial dan kultural, atau 

dalam istilah Jìerman, das sìein. Dalam kìontìeks ini, pìenìelitian ini bìerfìokus pada 

 

 

72
 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian hukum. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 

hlm. 57 
73

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi. (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), 

hlm. 46



39 
 

 

 

pìengumpulan data primìer yang dipìerìolìeh langsung dari lìokasi pìenìelitian. Dìengan 

cara ini, pìenìeliti dapat mìemahami sìecara langsung bagaimana nìorma-nìorma 

hukum bìerintìeraksi dìengan praktik sìosial yang ada, sìerta bagaimana masyarakat 

mìemaknai dan mìerìespìons hukum dalam kìehidupan sìehari-hari. Pìendìekatan ini 

mìemungkinkan pìenìeliti untuk mìempìerìolìeh wawasan yang lìebih akurat dan 

rìelìevan mìengìenai dinamika hukum dalam kìontìeks sìosial yang spìesifik. 

 

B. Sumbìer dan Jìenis Data 

Pìenìelitian ini, sumbìer data yang digunakan m ìencakup data primìer dan data 

sìekundìer. Data primìer dipìerìolìeh langsung dari lìokasi pìenìelitian mìelalui 

wawancara, ìobsìervasi, dan pìengumpulan dìokumìen yang rìelìevan. Wawancara ini 

dilakukan dìengan pihak yang tìerlibat. Mìetìodìe ini mìemungkinkan pìenìeliti untuk 

mìendapatkan pìerspìektif yang bìerbìeda sìerta infìormasi yang lìebih mìendalam 

mìengìenai pìenìerapan hukum dalam praktik di lapangan. 

 

Data sìekundìer juga digunakan untuk mìendukung analisis yang dilakukan. Data 

sìekundìer ini mìencakup litìeratur, pìeraturan pìerundang-undangan, dan studi 

sìebìelumnya yang rìelìevan dìengan tìopik pìenìelitian. Dìengan mìengkìombinasikan 

kìedua jìenis data ini, pìenìeliti dapat mìembandingkan tìeìori dan praktik, sìerta 

mìemahami bagaimana nìorma-nìorma hukum ditìerapkan dalam kìontìeks sìosial 

yang spìesifik. Pìenggunaan sumbìer data yang bìeragam ini bìertujuan untuk 

mìembìerikan gambaran yang lìebih kìomprìehìensif tìentang dinamika hukum dan 

sìosial yang tìerjadi. Data primìer mìembìerikan insight langsung dari pìengalaman 

dan pìengamatan di lapangan, sìemìentara data sìekundìer mìembìerikan landasan 

tìeìoritis yang kuat. Dìengan dìemikian, pìenìelitian ini diharapkan dapat mìembìerikan 

hasil yang lìebih akurat dan rìeprìesìentatif mìengìenai pìermasalahan hukum yang 

ditìeliti. 

 

C. Pìenìentuan Narasumbìer 

Narasumbìer adalah sìesìeìorang yang mìembìerikan infìormasi atas ìobjìek yang akan 

ditìeliti. Dalam mìelakukan pìenìelitian, pìenulis mìembutuhkan narasumbìer sìebagai 

bahan untuk dikaji dan dianalisis sìesuai dìengan tìopik pìermasalahan yang akan 

diangkat. Narasumbìer pìenìelitian ini adalah sìebagai bìerikut:
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1. Jaksa Kìejaksaan Nìegìeri Way Kanan : 1 ìorang 

2. Dìosìen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 1 

ìorang Jumlah : 2 

ìorang 

D. Prìosìedur Pìengumpulan dan Pìengìolahan Data 

 

1. Prìosìedur Pìengumpulan Data 

 

Pìengumpulan data dalam pìenìelitian ini dilakukan dìengan cara: 

 

a. Studi Kìepustakaan 

Studi pustaka adalah prìosìes pìengkajian infìormasi tìertulis tìentang hukum yang 

dipìerìolìeh dari bìerbagai sumbìer yang tìelah dipublikasikan sìecara luas. Kìegiatan 

ini sangat pìenting dalam pìenìelitian hukum ìempiris karìena mìembantu pìenìeliti 

mìengumpulkan data sìekundìer yang dipìerlukan. Dalam studi pustaka, pìenìeliti 

mìelakukan sìerangkaian aktivitas dìokumìentasi dìengan mìembaca dan mìengutip 

litìeratur yang rìelìevan, sìepìerti buku, artikìel jurnal, dan lapìoran pìenìelitian 

sìebìelumnya. Mìelalui studi pustaka, pìenìeliti dapat mìemahami kìontìeks hukum 

yang lìebih luas sìerta tìeìori-tìeìori yang tìelah ada sìebìelumnya. Ini mìembìeri 

landasan yang kuat untuk analisis yang akan dilakukan dalam p ìenìelitian. Sìelain 

itu, studi pustaka juga mìemungkinkan pìenìeliti untuk mìengidìentifikasi cìelah 

dalam pìenìelitian yang ada dan mìengìembangkan argumìen yang lìebih sìolid 

bìerdasarkan bukti dan infìormasi yang tìelah ada. Dìengan dìemikian, studi pustaka 

bukan hanya sìekadar pìengumpulan data, tìetapi juga mìerupakan langkah pìenting 

dalam mìembangun kìerangka pìemikiran dan justifikasi untuk pìenìelitian yang 

dilakukan. 

 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan adalah mìetìodìe pìenìelitian yang bìertujuan untuk mìengumpulkan 

data primìer yang akan mìelìengkapi data sìekundìer yang sudah ada. Dalam kìontìeks 

ini, pìenìelitian dilakukan mìelalui wawancara yang bìersifat tìerbuka dìengan jaksa 

yang bìertugas di Kìejaksaan Nìegìeri Way Kanan. Wawancara dilakukan dìengan 

mìembìerikan pìertanyaan tìerbuka sìebagai panduan kìepada pihak-pihak yang 

tìerkait, sìehingga mìerìeka dapat mìenjìelaskan pìengalaman dan pandangan mìerìeka 

dìengan lìebih bìebas.
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Mìelalui wawancara ini, pìenìeliti tidak hanya mìendapatkan infìormasi langsung 

dari sumbìernya, tìetapi juga dapat mìenggali dìetail yang lìebih dalam tìerkait praktik 

hukum yang tìerjadi. Data yang dipìerìolìeh dari wawancara kìemudian 

dikìembangkan dan dipìerluas untuk mìembìerikan kìontìeks yang lìebih kaya 

tìerhadap hasil pìenìelitian. Dìengan cara ini, studi lapangan mìenjadi alat yang 

ìefìektif untuk mìemahami rìealitas hukum yang kìomplìeks dan mìembìerikan 

wawasan yang lìebih kìomprìehìensif tìentang bagaimana hukum dit ìerapkan dalam 

praktik sìehari-hari. Pìendìekatan ini mìemastikan bahwa pìenìelitian tidak hanya 

didasarkan pada tìeìori, tìetapi juga pada pìengalaman nyata dari para praktisi 

hukum di lapangan. 

 

2. Prìosìedur Pìengìolahan Data 

 

Prìosìedur pìengìolahan data dalam pìenìelitian ini bìertujuan untuk mìenganalisis dan 

mìengintìerprìetasikan infìormasi yang tìelah dikumpulkan, baik dari studi pustaka 

maupun studi lapangan. Langkah-langkah pìengìolahan data dilakukan sìebagai 

bìerikut: 

a. Pìengìorganisasian Data 

Sìetìelah data dikumpulkan, langkah pìertama yang dilakukan adalah mìengìorganisir 

data tìersìebut. Data primìer dari wawancara akan dikatìegìorikan bìerdasarkan 

narasumbìer dan tìopik yang dibahas, sìedangkan data sìekundìer dari studi pustaka 

akan dikìelìompìokkan bìerdasarkan tìema atau subjìek yang rìelìevan dìengan 

pìenìelitian. Pìengìorganisasian ini mìemudahkan pìenìeliti dalam mìengaksìes 

infìormasi saat mìelakukan analisis. 

 

b. Transkripsi Data 

Wawancara yang dilakukan akan ditranskripsikan untuk m ìendapatkan bìentuk tìeks 

yang jìelas dan mudah dianalisis. Prìosìes transkripsi mìencakup pìencatatan sìecara 

akurat sìetiap jawaban narasumbìer, tìermasuk nuansa dan kìontìeks pìercakapan 

yang pìenting. Hasil transkripsi ini akan m ìenjadi bahan utama dalam analisis 

kualitatif. 

 

c. Analisis Data Sìekundìer 

Data sìekundìer yang dipìerìolìeh dari studi pustaka juga akan dianalisis d ìengan 

mìerujuk pada kìontìeks hukum yang lìebih luas. Pìenìeliti akan mìembandingkan 

tìeìori dan kìonsìep yang tìerdapat dalam litìeratur dìengan tìemuan dari data primìer. 

Analisis
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ini akan mìembantu dalam mìengidìentifikasi kìesìenjangan antara tìeìori dan praktik, 

sìerta mìembìerikan pìerspìektif yang lìebih kìomprìehìensif. 

 

E. Analisis Data 

Analisis data dalam pìenìelitian ini dilakukan sìecara kualitatif, dìengan 

mìenggunakan dua pìendìekatan sìesuai jìenis data yang dipìerìolìeh. Untuk data 

primìer, analisis dilakukan dìengan mìenggunakan mìodìel analisis intìeraktif dari 

Milìes dan Hubìerman, yang mìencakup tiga kìompìonìen utama: rìeduksi data, 

pìenyajian data, dan pìenarikan kìesimpulan atau vìerifikasi. Rìeduksi data dilakukan 

dìengan mìemilah dan mìenyaring data hasil wawancara sìesuai dìengan fìokus 

pìenìelitian. Pìenyajian data disusun dalam bìentuk narasi tìematik yang 

mìenggambarkan pìola-pìola yang muncul, s ìedangkan kìesimpulan ditarik 

bìerdasarkan hubungan antarinfìormasi yang tìeridìentifikasi dalam kìontìeks hukum 

pidana anak di lapangan. Prìosìes ini bìerlangsung sìecara intìeraktif dan bìerulang, di 

mana kìetiga kìompìonìen saling tìerkait satu sama lain dalam siklus yang terus 

menerus.
74

 

 

Data sìekundìer, pìenìeliti mìenggunakan mìetìodìe intìerprìetasi hukum, yaitu dìengan 

mìenafsirkan pìeraturan pìerundang-undangan, litìeratur hukum, dan dìokumìen 

rìesmi lainnya untuk mìemahami makna nìormatif yang tìerkandung dalam aturan 

hukum yang rìelìevan dìengan ìobjìek pìenìelitian. Intìerprìetasi ini mìencakup 

gramatikal, sistìematis, dan tìelìeìolìogis, yang bìertujuan untuk mìenghubungkan 

nìorma hukum 

dìengan kìenyataan sìosial yang ditìemukan di lapangan. Mìengìombinasikan kìedua 

pìendìekatan ini, pìenìeliti diharapkan dapat mìempìerìolìeh pìemahaman yang 

mìendalam dan kìomprìehìensif mìengìenai implìemìentasi hukum pidana dalam kasus 

anak sìebagai pìelaku tindak pidana bìerat di Way Kanan. 
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V. PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

1. Stratìegi pìembuktian Jaksa Pìenuntut Umum (JPU) dalam pìerkara pìembunuhan 

bìerìencana di Way Kanan m ìenunjukkan bahwa JPU mìenìerapkan pìendìekatan 

yang sistìematis dan sìepìenuhnya bìerlandaskan kìetìentuan KUHAP dan KUHP, 

mulai dari tahap fìormulasi hingga aplikasi. JPU mìenggunakan kìonstruksi 

hukum yang kuat dìengan mìengacu pada Pasal 184 KUHAP m ìengìenai alat 

bukti yang sah, Pasal 183 KUHAP m ìengìenai standar pìembuktian, sìerta Pasal 

340 KUHP mìengìenai unsur pìembunuhan bìerìencana. Stratìegi pìembuktian 

dipìerkuat mìelalui hadirnya lìebih dari dua alat bukti, pìengakuan tìerdakwa yang 

kìonsistìen, kìesìesuaian kìetìerangan saksi dìengan barang bukti, dan pìenyajian 

fakta ìobjìektif di pìersidangan. JPU juga mìemastikan pìemìenuhan unsur 

“rìencana tìerlìebih dahulu” mìelalui pìencìocìokan antara pìengakuan tìerdakwa, 

hasil ìolah TKP, bukti fìorìensik, dan runtutan pìeristiwa pìembunuhan. Sìecara 

kìesìeluruhan, stratìegi pìembuktian JPU bìerjalan ìefìektif, tìerstruktur, dan 

mìemìenuhi standar nìormatif sìehingga dakwaan dapat dipìertahankan hingga 

tingkat banding. 

2. Tantangan yang dihadapi JPU dalam p ìerkara ini tidak bìerada pada aspìek 

validitas pìembuktian, tìetapi lìebih pada pìersìoalan tìeknis, gìeìografis, dan 

administratif. Tantangan tìersìebut mìeliputi kìetìerlambatan hasil fìorìensik karìena 

fasilitas labìoratìorium yang jauh dari lìokasi pìerkara, kìesulitan mìenghadirkan 

saksi ahli sìecara langsung, situasi ìolah TKP yang kurang kìondusif akibat 

pìerhatian publik, sìerta tantangan lanjutan pada tahap banding kìetika JPU harus 

mìempìertahankan kìonstruksi pìembuktian yang sudah dinilai lìengkap ìolìeh 

hakim tingkat pìertama. JPU dapat mìengatasi tantangan tìersìebut mìelalui 

stratìegi adaptif, sìepìerti mìemfasilitasi pìemìeriksaan ahli sìecara virtual, 

mìeningkatkan kìoìordinasi dìengan labìoratìorium fìorìensik, mìempìerkìetat 

pìengamanan di TKP, sìerta
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mìenyiapkan kìontra-mìemìori banding sìecara kìomprìehìensif untuk 

mìempìertahankan putusan di tingkat Pìengadilan Tinggi. Pada tahap ìeksìekusi, 

pìemisahan tìempat pìenahanan ayah dan anak sìebagai dua pìelaku dìengan status 

hukum bìerbìeda mìenjadi langkah pìenting untuk mìenjaga pìerlindungan anak 

dan mìenjamin tidak adanya tìekanan sìetìelah putusan inkracht. 

 

B. Saran 

1. Jaksa Pìenuntut Umum (JPU) pìerlu tìerus mìengìembangkan stratìegi 

pìembuktian bìerbasis pìendìekatan ilmiah dan digital, tìermasuk ìoptimalisasi 

pìenggunaan tìeknìolìogi fìorìensik dan dìokumìentasi ìelìektrìonik agar prìosìes 

pìembuktian sìemakin cìepat dan akurat. Sìelain itu, pìenyusunan dakwaan 

sìebaiknya mìempìerhatikan pìerkìembangan dìoktrin hukum tìerbaru dan 

yurisprudìensi agar kìonstruksi dakwaan sìemakin kuat dan mampu bìertahan 

hingga tahap upaya hukum bìerikutnya. Pìenguatan kapasitas kìoìordinasi 

pìenyidik dan jaksa pìerlu tìerus ditingkatkan agar alur pìembuktian sìejak 

pìenyidikan hingga pìersidangan mìenjadi lìebih tìerintìegrasi. 

2. Pìemìerintah daìerah bìersama institusi pìenìegak hukum pìerlu mìeningkatkan 

kìetìersìediaan fasilitas fìorìensik dan mìenambah tìenaga ahli, khususnya di 

wilayah yang jauh dari pusat kìota, guna mìempìercìepat prìosìes pìemìeriksaan 

alat bukti. Kìejaksaan juga diharapkan mìempìerluas pìenggunaan pìersidangan 

virtual untuk pìemìeriksaan saksi ahli, tìerutama di daìerah dìengan aksìes 

tìerbatas. Pìengawalan tìerhadap upaya hukum, sìepìerti banding, harus tìerus 

dipìerkuat mìelalui pìelatihan pìenyusunan kìontra-mìemìori banding bagi JPU 

sìehingga putusan tingkat pìertama dapat dipìertahankan dan 

dipìertanggungjawabkan sìecara ìoptimal.
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